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MOTTO 
 
          
                        
                          
     
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 
dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 
 
(Q.S An- Nisa‟ 29) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah: 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif 
Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ix 
 
ث s\a s\ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h}a h} Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z\al z\ Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
x 
 
ض d}ad d} De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ؼ Fa F Ef 
ؽ qaf Q Ki 
ؾ kaf K Ka 
ؿ Lam L El 
ـ mim M Em 
ف nun N En 
xi 
 
ك wau W We 
ق Ha H Ha 
ء hamzah ...ꞌ… Apostrop 
م Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fath}ah A A 
xii 
 
(ِ ـــــ) Kasrah I I 
(   ُ  ) Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بىذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
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ل...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
ك...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ح وؿ  Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:  
 
 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
xiv 
 
م...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أم...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
ك...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. ؿوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu: 
xv 
 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿافطلأا ةضكر Rauḍ}ah al-at}fa>l  
2. ةحلط Ṭ}alḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
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Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbanā 
2. ؿّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ؿا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang 
diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
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Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. ؿلالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. فكذخأت Taꞌkhuz}ūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
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8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ؿوسرلاإ دممح امك Wa mā Muhammadun ilā rasūl 
 للهدملحانمياالا بر  Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
xix 
 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 زارلايرخوله للها فإكينقف  
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 فازيمياك ليكلا اوفكأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRACT 
MUNIFAH DIAH AYU, NIM:152111208 “ PENERAPAN FATWA 
DSN NOMOR 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN PADA 
NISBAH BAGI HASIL TABUNGAN IB HAJI (Studi Kasus di PT. Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Mulia Surakarta)”. 
 PT.BPRS Dana Mulia Surakarta mempunyai produk simpanan di mana 
salah satunya adalah tabungan ib haji. Tabungan haji merupakan suatu bentuk 
pelayanan dari perbankan yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam 
merencanakan tabungan untuk berangkat haji. Bank syariah sebagai lembaga 
keuangan yang berbasis syariah berupaya untuk menghimpun dana masyarakat 
yang mau berangkat haji memberikan beberapa bentuk pelayanan yang sesuai 
dengan syariah Tabungan ib haji ini menggunakan akad mud}a>rabah mut}laqah 
dalam pengelolaannya.  
 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 
menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang tidak berupa olah data angka, 
tetapi penulisan menggunakan metode desktiptif karena data yang dianalisis 
berupa deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di PT.BPRS Dana Mulia Surakarta. 
Sumber data penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Dan teknik 
pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.  
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT.BPRS Dana Mulia 
Surakarta dalam penerapan nisbah bagi hasil produk tabungan ib haji 
menggunakan akad mud}a>rabah mut}laqah. Dalam menentukan nisbah PT.BPRS 
Dana Mulia Surakarta tidak ada negosiasi nisbah bagi hasil,  hanya 
mencantumkan nisbah yang ditawarkan  setelah itu boleh setuju atau tidak. Bila 
tidak setuju, nasabah dipersilahkan  mencari bank syariah  lain yang menawarkan 
nisbah yang lebih menarik.  
Kata Kunci: bagi hasil, mud}a>rabah, tabungan haji,  
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ABSTRACT 
MUNIFAH DIAH AYU, NIM:152111208 “ PENERAPAN FATWA 
DSN NOMOR 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN PADA 
NISBAH BAGI HASIL TABUNGAN IB HAJI (Studi Kasus di PT. Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Mulia Surakarta)”. 
PT. BPRS Dana Mulia Surakarta has a saving product where one of them 
is IB Haji savings. Tabungan Haji is a form of banking services that aims to 
facilitate the community in planning the savings to depart for Hajj. Sharia Bank as 
a sharia-based financial institution seeks to raise funds of people who want to 
depart Hajj give some form of service that is in accordance with the Sharia saving 
IB Hajj use Akad mud{a>rabah mut{laqah  in Management.  
 This research is a field research using qualitative methods that are methods 
that are not in the form of numeric data, but writing using the Desktiptif method 
because the data analyzed is descriptive. Research location is at PT. BPRS Fund 
Mulia Surakarta. The source of this research data is primary and secondary data. 
And data collection techniques with interviews and documentation.  
 The results of this study show that PT. BPRS Fund Mulia Surakarta in the 
implementation of the results of the Tabungan IB Haji Savings products using 
Akad mud{a>rabah mut{laqah. In determining the ratio of PT. BPRS of Surakarta 
Mulia Fund There is no negotiation of the ratio for the results, only lists the ratio 
offered after that can agree or not. If you disagree, the customer is welcome to 
look for another sharia bank that offers a more attractive ratio.  
Keywords: outcomes, mud{a>rabah, Haji savings, 
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BAB I 
PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah 
Ibadah haji merupakan suatu ibadah yang termasuk dalam rukun Islam 
yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam yang mampu, baik secara materi 
maupun fisik dalam rangka mengunjungi rumah Allah. Kedua hal itu (fisik 
dan materi) menjadi sangat penting karena dalam melaksanakan ibadah Haji 
diperlukan fisik yang sehat, hal ini berkenaan dengan banyaknya rukun 
ibadah haji yang harus dilaksanakan, seperti: niat ihram untuk mengerjakan, 
wukuf di padang Arafah, tawaf di Ka‟bah, sa‟i dari bukit Safa ke Marwah, 
tah}allul (mencukur rambut), tertib. Yang hampir semuanya itu membutuhkan 
fisik yang sehat dan kuat. Selain dari kemampuan fisik, akan tetapi ibadah 
haji juga membutuhkan biaya untuk keperluan selama melaksanakan ibadah 
haji di tanah Suci Makkah, baik itu dari ongkos keberangkatan maupun biaya-
biaya lainnya.
1
 
Potensi dari banyaknya warga Indonesia yang mayoritas muslim 
terbesar di dunia, menjadikan perlu adanya sebuah pelayanan perbankan yang 
membantu masyarakat muslim untuk dapat mengatur dalam membantu 
kelancaran dalam pelaksanaan ibadah haji yang dikategorikan sebagai rukun 
islam dan diwajibkan bagi golongan muslim yang mampu. Selain itu juga, 
banyaknya masyarakat muslim sudah paham dan mampu secara finansial 
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 Aqwa Naser Daulay, “Faktor- faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk 
Tabungan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia”, Jurnal Human Falah, (Sumatera Utara) Vol. 4 
No. 1, 2017, hlm. 104. 
2 
 
 
 
memandang bahwa melaksanakan ibadah haji merupakan penyempurna 
dalam menjalankan perintah agama.
2
 
Saat ini banyak sekali  bank syariah yang sudah berdiri dan 
berkembang di Indonesia, semua bank syariah saling berlomba-lomba dalam 
membuat produk untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. 
Banyak produk-produk yang telah dioperasikan oleh bank syariah antara lain 
pembiayaan, penghimpunan dana, ataupun produk jasa. Semua produk ini 
ditujukan untuk melayani masyarakat. Salah satunya yaitu Produk tabungan 
ib haji.
3
 Nasabah dapat mengajukan permintaan pendaftaran haji pada bank 
melalui pembukaan rekening tabungan ib haji dengan syarat memberikan 
kartu identitas nasabah yang harus dipenuhi nasabah agar dipastikan terdaftar 
atau pendapatkan kursi untuk menunaikan ibadah haji melalui Siskohat 
(Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Kemenag (kementerian Agama).
4
 
Fatwa yang menjelaskan tentang tabungan yaitu sebagai berikut Fatwa 
DSN- MUI NO: 02/DSN- MUI/IV/2000 tentang tabungan yang berisi 
tabungan ada dua jenis: yang pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara 
syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, 
tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip 
Mud}a>rabah dan Wadi’ah. Ketentuan umum tabungan berdasarkan 
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Mud}a>rabah diantaranya: pertama, dalam transaksi ini nasabah bertindak 
sebagai s}a>h}ibul ma>l atau pemilik dana dan bertindak sebagai mud}a>rib atau 
pengelola dana. kedua, dalam kapasitasnya sebagai mud}a>rib, bank dapat 
melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip 
syariah dan mengembangkannya. Termasuk di dalamnya mud}a>rabah dengan 
pihak lain. Ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk 
tunai dan bukan piutang. Keempat, Pembagian keuntungan harus dinyatakan 
dalam bentuk nisbah dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi 
haknya. Kelima, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan 
nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Selanjutnya ketentuan umum 
mengenai tabungan berdasarkan wad}i’ah:  yang pertama, Bersifat simpanan. 
Kedua, simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan 
kesepakatan. Ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam 
bentuk pemberian (‘at}a>ya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.5 
Dari aspek manajemen, banyaknya calon jamaah haji yang ada maka 
perlu pihak-pihak yang turut membantu dalam pengelolaan ibadah haji yang 
ada, tidak hanya dari Kementrian sendiri tetapi juga salah satu yang berperan 
adalah lembaga perbankan yang turut membantu dalam mengelola keuangan 
dan pendaftaran calon jamaah haji. Dari permasalahan inilah yang 
memunculkan inisiatif PT. BPRS Dana Mulia Surakarta untuk membuka 
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salah satu pelayanan tabungan ib haji untuk mempermudah masyarakat dalam 
mengumpulkan dana dan mendaftar ibadah haji.
6
 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Mulia Surakarta 
diresmikan pada tanggal 26 Maret 2008 oleh pimpinan kantor Bank Indonesia 
Surakarta dan mulai beroprasi tanggal 1 April 2008. Sebagai BPRS yang 
pertama di Eks Karisidenan Surakarta bank yang mendapat persetujuan ijin 
prinsip dengan surat dari Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia 
Nomor 9/826/BPRS tertanggal 31 Mei 2007. Selanjutnya bank beroperasi 
berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 
10/12/KEP.GBI/2008 tentang pemberian ijin usaha PT. BPRS Dana Mulia 
yang berkedudukan di JL. KH. Agus Salim N0. 10 Kelurahan Sondakan, 
Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.
7
 
Tabungan haji adalah suatu simpanan perencanaan yang dilakukan 
perorangan yang mempunyai rencana menunaikan ibadah haji. Perencanaan 
itu dapat dilakukan dengan menginvestasikan uang kita secara berangsur-
angsur ke lembaga keuangan (Bank Syariah) maupun bentuk investasi 
lainnya. Tabungan haji merupakan suatu bentuk pelayanan dari perbankan 
yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam merencanakan 
tabungan untuk berangkat haji.
8
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Nisbah adalah pertama, rasio atau perbandingan: Rasio perbandingan 
keuntungan (bagi hasil) antara s}a>h}ibul ma>l dan mud}a>rib. Kedua, angka yang 
menunjukkan perbandingan antara satu nilai dan nilai lainnya secara nisbi, 
yang bukan perbandingan antara dua pos dalam laporan keuangan dan dapat 
digunakan untuk menilai kondisi perusahaan.
9
  
Nisbah bagi hasil merupakan persentase tertentu yang disebutkan 
dalam akad kerja sama usaha yang telah disepakati antara bank dan nasabah 
investor. Angka dalam nisbah bagi hasil merupakan angka hasil negosiasi 
antara s}a>h}ibul ma>l dan mud}a>rib dengan mempertimbangkan potensi dari 
proyek yang dibiayai, sekaligus dilandasi oleh kata sepakat dari keduanya. 
Persentase nisbah bisa kemungkinan berbeda antara satu pihak bank syariah 
dengan bank syariah yang lain.
10
 
Dalam praktiknya, setiap bank syariah berbeda menjalankan produk 
tabungan haji. Ada yang menggunakan akad al-wad}i’ah dan ada yang 
menggunakan akad mud}a>rabah mut}laqah. Adapun kemungkinan adanya 
perbedaan pada perolehan bagi hasil atau bonus yang diterapkan masing- 
masing pihak bank. Seperti halnya PT. BPRS Dana Mulia Surakarta, Produk 
tabungan ib haji yang ada di PT. BPRS Dana Mulia Surakarta ini 
menggunakan akad mud}a>rabah, mud}a>rabah adalah tabungan dalam sistem 
bagi hasil di mana pihak nasabah sebagai pihak pemilik dana (s}a>h}ibul ma>l) 
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dan bank sebagai pihak pengelola (mud}a>rib). Nasabah menyerahkan dananya 
kepada pihak bank, kemudian bank mengelola dana tersebut sesuai prinsip 
syariah. Di mana keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan 
dalam kontrak atau akad. Adapun nisbah bagi hasil untuk s}a>h}ibul ma>l 
(nasabah) yaitu 5% dan untuk mud}a>rib (bank) 95%, bagi hasilnya setiap 
bulan berubah tergantung penghasilan bank. Tetapi, pembagian nisbah yang 
ada di PT. BPRS Dana Mulia Surakarta ini tidak ada negosiasi antara pihak 
nasabah dengan pihak bank. Jadi nisbah sudah ditentukan oleh pihak bank itu 
sendiri.  Produk tabungan ib haji di PT.BPRS Dana Mulia Surakarta ini 
muncul pada tahun 2012, namun nasabahnya baru 85 orang.
11
  
Dari adanya bagi hasil tabungan ib haji yang diterapkan oleh PT.BPRS 
Dana Mulia Surakarta perlu adanya kajian mendalam. Dari permasalahan 
tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “PENERAPAN 
FATWA DSN NOMOR 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN 
PADA NISBAH BAGI HASIL TABUNGAN IB HAJI (Studi Kasus di PT. 
Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Mulia Surakarta)”. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana praktik nisbah bagi hasil Tabungan iB Haji di PT. BPRS Dana 
Mulia Surakarta? 
2. Bagaimana penerapan FATWA DSN NOMOR 02/DSN-MUI/IV/2000 
tentang tabungan pada nisbah bagi hasil Tabungan iB Haji di PT. BPRS 
Dana Mulia Surakarta?  
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C. Tujuan Penelitian 
1. Menjelaskan praktik nisbah bagi hasil Tabungan iB Haji di PT. BPRS 
Dana Mulia Surakarta. 
2. Menjelaskan penerapan FATWA DSN NOMOR 02/DSN-MUI/IV/2000 
tentang tabungan pada nisbah bagi hasil Tabungan iB Haji di PT. BPRS 
Dana Mulia Surakarta. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah: 
1. Secara teoritis 
Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidang perbankan, 
khususnya tentang analisis penerapan nisbah bagi hasil Tabungan iB Haji 
di PT. BPRS Dana Mulia Surakarta. 
2. Secara praktis 
a. Bagi PT. BPRS Dana Mulia Surakarta 
Sebagai tambahan ilmu dan wawasan pengetahuan. Selain itu juga 
sebagai sumber informasi bagi PT. BPRS Dana Mulia Surakarta 
dalam meningkatkan penggunaan produk Tabungan iB Haji dan 
memberikan masukan terhadap penerapan bagi hasil yang diterapkan 
apakah sudah sesuai dengan prinsip islam. 
b. Bagi Masyarakat 
Memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkembangan 
layanan produk perbankan di Indonesia, serta memberikan informasi 
kepada masyarakat yang akan atau pun sudah menggunakan produk 
8 
 
 
 
Tabungan iB Haji di PT. BPRS Dana Mulia Surakarta apakah sudah 
sesuai prinsip islam.  
E. Kerangka Teori 
1.) Fatwa DSN NOMOR 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.12 
Pertama, Tabungan ada dua jenis: 
a.) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang 
berdasarkan perhitungan bunga. 
b.) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip  
Mud}a>rabah dan Wadi’ah. 
Kedua, Ketentuan umum Tabungan berdasarkan Mud}a>rabah13: 
a.) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai s}a>h}ibul ma>l atau 
pemilik dana dan bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. 
b.) Dalam kapasitasnya sebagai mud}a>rib, bank dapat melakukan 
berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip 
syariah dan mengembangkannya. Termasuk di dalamnya mud}a>rabah 
dengan pihak lain. 
c.) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan 
bukan piutang. 
d.) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah 
dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 
e.) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah 
tanpa persetujuan yang bersangkutan. 
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Ketiga, Ketentuan umum Tabungan berdasarkan wadi’ah14: 
a.) Bersifat simpanan. 
b.) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan 
kesepakatan. 
c.) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian 
(„at}a>ya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.  
2.) Bagi Hasil  
Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan aktivitas usaha) dari 
kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada 
bank islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil 
usaha yang benar- benar diperoleh bank.
15
  
 Dalam sistem perbankan islam bagi hasil merupakan suatu 
mekanisme dilakukan oleh bank islam (mud}a>rib) dalam upaya 
memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik 
dana (s}a>h}ibul ma>l) sesuai kontrak disepakati bersama pada awal kontrak 
(akad) antara nasabah dengan bank islam. Di mana besarnya penentuan 
porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan 
bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (At- Tara>d}in) oleh 
masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.
16
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3.) Islamic Banking 
Bank islam adalah institusi keuangan yang menjalankan usaha 
dengan tujuan menerapkan prinsip ekonomi dan keuangan islam pada era 
perbankan. Bank islam bisa di definisikan dengan berbagai cara. Definisi 
bank islam, yang di setujui oleh General Secretaiat of The Organization 
of the Islamic Conference (OIC), sebagai berikut: 
a. Bank islam adalah institusi keuangan yang memiliki hukum, aturan 
dan prosedur sebagai wujud dari komitmen kepada prinsip syariah 
dan melarangan menerima dan membayar bunga dalam proses 
operasi yang dijalankan.
17
 
b. Bank islam adalah “bisnis islam berarti bisnis yang memiliki tujuan 
dan operasi tidak memasukan elemen yang tidak dijinkan oleh 
agama islam …” Dari definisi di atas, ,dapat disimpulkan bahwa 
institusi keuangan islam adalah institusi yang berdasarkan prinsip 
islam. Hal ini termasuk tetapi tidak terbatas dalam menerapkan 
prinsip Islam berikut: 
1.) Menolak adanya bunga (riba). 
2.) Melarangan garar (ketidakpastian, risiko, spekulasi). 
3.) Fokus pada kegiatan-kegiatan yang halal (yang diizinkan  oleh 
agama). 
4.) Secara umum mencari keadilan, dan sesuai etika dan tujuan 
keagamaan. 
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5.) Pembagian keuntungan dan kerugian antara bank dan konsumen 
atau nasabah.
18
 
4.) Tabungan Haji 
Tabungan adalah suatu bentuk investasi dengan menyisihkan 
sebagian pendapatan untuk masa depan. Sedangkan haji adalah bentuk 
ibadah dalam rangka mengunjungi Baitullah dengan melaksanakan syarat 
dan rukun wajib haji. Maka tabungan haji adalah suatu simpanan 
perencanaan yang dilakukan perorangan yang mempunyai rencana 
menunaikan ibadah haji. Perencanaan itu dapat di lakukan dengan 
menginvestasikan uang kita secara berangsur-angsur ke lembaga 
keuangan  (Bank Syariah) maupun bentuk investasi lainnya.
19
  
Tabungan haji merupakan suatu bentuk pelayanan dari perbankan 
yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam merencanakan 
tabungan untuk berangkat haji. Bank syariah sebagai lembaga keuangan 
yang berbasis syariah berupaya untuk menghimpun dana masyarakat 
yang mau berangkat haji memberikan beberapa bentuk pelayanan yang 
sesuai dengan syariah. Baik dalam segi akad maupun bentuk operasional 
lainnya.
20
 
Terdapat Fatwa yang mengatur tentang Pembiayaan Pengurusan 
Haji Lembaga Keuangan Syariah yaitu sebagai berikut Fatwa DSN-MUI 
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No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji 
Lembaga Keuangan Syariah ketentuan umumnya sebagai berikut: 
pertama, dalam pengurusan Haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh 
imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al- ija rah sesuai fatwa 
DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000. Kedua, apabila diperlukan, LKS 
dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan 
menggunakan prinsip al-Qard} sesuai fatwa DSN- MUI No. 19/DSN- 
MUI/IV/2001. Ketiga, jasa pengurusan Haji yang dilakukan LKS tidak 
boleh di persyaratkan dengan pemberian talangan Haji. Keempat, besar 
imbalan jasa al- ija  rah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al- 
Qard} yang diberikan LKS kepada nasabah.21   
Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan 
yang dijalankan berdasarkan prinsip- prinsip syariah. Dalam hal ini, 
Dewan syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan 
bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan 
prinsip wadi’ah dan mud}a>rabah. 
a. Wadi’ah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik 
kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak 
yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan 
sewaktu-waktu. 
b. Mud}a>rabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana 
(s}a>h}ibul ma>l) kepada pengelola dana (mud}a>rib) untuk melakukan 
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kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil 
usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah 
disepakati sebelumnya.
22
 
F. Tinjauan Pustaka 
Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan beberapa 
penelusuran tentang nisbah bagi hasil, diantaranya adalah sebagai berikut: 
Skripsi Yuliana Alimula yang berjudul “Perbandingan Penghasilan 
Tabungan mud}a>rabah nasabah Bank Syariah (studi kasus pada Bank Syariah, 
Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Muamalat Indonesia di Makasar)” 
penelitian ini berisi mengenai ketiga bank syariah (Bank Syariah Mandiri, 
Bank Negara Indonesia Syariah dan Bank Muamalat Indonesia) menerapakan 
tabungan dengan jenis akad mud}a>rabah mut}laqah. Jenis akad ini sesuai 
dengan syariah Islam. Basis bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Syariah 
Mandiri dan Bank Negara Indonesia Syariah adalah profit sharing, sedangkan 
Bank Muamalat Indonesia menerapkan revenue sharing. Kedua basis bagi 
hasil tersebut diperkenankan secara syariah. Akan tetapi, jika ditinjau dari sisi 
keadilan maka profit sharing adalah basisi bagi hasil yang paling tepat.
23
 
Dalam penelitian ini terdapat letak perbedaan dengan penelitian sebelumnya di 
mana penelitian skripsi ini membahas tentang Penerapan Fatwa DSN 
NOMOR 02/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Pada Nisbah Bagi Hasil 
                                                          
22
Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 
hlm. 35- 36. 
 
23Yuliana Alimula, “Perbandingan Penghasilan Tabungan Mud{arabah Nasabah Bank 
Syariah(studi kasus pada Bank Syaeiah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah dan Bank 
Muamalat Indonesia Syariah)”, Skripsi diterbitkan, Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Universitas 
Hasanuddin Makasar. Makasar. 2014.  
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Tabungan iB Haji (Studi Kasus di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
(BPRS) Dana Mulia Surakarta). Penelitian ini hanya menggunakan satu bank 
saja dan menggunakan profit sharing.  
Skripsi Stephanie Natassa Huswan yang berjudul “Tinjauan Hukum 
Terhadap Penerapan Rasio Nisbah Bagi Hasil Pada Bank BTN Syariah 
dikaitkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional” Penelitian ini berisi tentang 
tinjauan umum bank, tinjaun umum bank syariah, tinjauan umum bagi hasil, 
tinjauan umum nisbah bagi hasil, tinjauan umum fatwa DSN MUI. Hasil 
penelitian pembiayaan dari prinsip nisbah bagi hasil, yang terdiri dari 
pembiayaan mud}a>rabah dan musya  rakah pada Bank BTN syariah cabang 
Makasar, menumbuhkan dampak diantaranya yaitu terjadi kerugian atau 
keuntungan yang diperoleh nasabah menjadi berkurang, yang disebabkan oleh 
pembagian bagi hasil dari harga jual per unit. Apabila pembagian bagi hasil 
dari harga jual per unit, terdapat modal nasabah yang seharusnya dikeluarkan 
terlebih dahulu sehingga diperoleh keuntungan atau pendapatan. Aturan yang 
ditetapkan oleh Bank BTN cabang Makasar belum sesuai dengan aturan yang 
ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.
24
 Dalam penelitian ini terdapat letak 
perbedaan dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian skripsi ini 
membahas tentang Penerapan nisbah bagi hasil yang hanya menggunakan satu 
akad yaitu mud}a>rabah.  
Skripsi Lailatul Muafidah yang berjudul “Variasi Pelaksanaan Akad 
Produk Tabungan Haji Di Perbankan Syariah Kabupaten Ponorogo” Penelitian 
                                                          
24
 Stephanie Natassa Huswan, “Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Rasio Nisbah Bagi 
Hasil Pada Bank BTN Syariah Dikaitkan Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional”. Skripsi 
diterbitkan,  Universitas Hasunudi Makasar.Makasar.  2017. 
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ini berisi tentang tabungan al-wadi’ah, tabungan mud}a>rabah dan tabungan 
syariah menurut hukum positif. Hasil dari penelitian ini pelaksanaan akad al-
wadi’ah dalam produk tabungan haji di perbankan syariah Kabupaten 
Ponorogo yaitu bank hanya menggunakan satu akad tersebut. sedangkan 
pelaksanaan akad mud}arabah mut}laqah memiliki pelaksanaan yang berbeda. 
Pertama, bank dalam awal pembukaan rekaning Tabungan Haji kurang dalam 
menjelaskan akad yang digunakan. Bank yang melaksanakan akad mud}a>rabah 
mut}laqah ini adalah bank Syariah Mandiri.  Kedua, bank dalam awal 
pembukaan rekening tabungan haji sangat rinci menjelaskan akad yang 
digunakan. Bank yang melaksanakan akad mud}a>rabah mut}laqah ini adalah 
bank BRI Syariah.
25
 Dalam penelitian ini terdapat letak perbedaan dengan 
penelitian sebelumnya di mana penelitian skripsi ini membahas tentang 
Penerapan nisbah bagi hasil yang hanya menggunakan satu akad yaitu 
mud}a>rabah.  
Skripsi Natijatul Miskiyyah yang berjudul “Pelaksanaan Pembiayaan 
Talangan Haji Pada Bank Syariah (Studi kasus BPRS Dana Mulia Surakarta)” 
penelitian ini berisi mengenai pembiayaan talangan haji, akad yang digunakan 
pembiayaan talangan haji. Pelaksanaan pembiayaan talangan haji di bank 
pembiayaan rakyat (BPR) syari‟ah Dana Mulia menggunakan akad tija>rah 
multijasa, yaitu akad ija rah (akad sewa atau jasa) yang ditetapkan untuk 
keperluan apa saja, sepanjang termasuk kategori jasa PT. BPRS Dana Mulia 
                                                          
25
Lailatul Muafidah, “Variasi Pelaksanaan Akad Produk Tabungan Haji Di Perbankan 
Syariah Kabupaten Ponorogo”, Skripsi diterbitkan , Jurusan Mu‟amalah IAIN Ponorogo. Ponorogo 
2017. 
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menggunakan akad tija>rah multijasa.26 Dalam penelitian ini terdapat letak 
perbedaan dengan penelitian sebelumnya di mana penelitian skripsi ini 
membahas tentang Penerapan nisbah bagi hasil tabungan haji.  
G. Metode Penelitian  
Untuk merangkai sebuah karya ilmiah yang sistematis, maka penulis 
menggunakan metode diantaranya: 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 
dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang tidak berupa 
olah data angka, tetapi penulisan menggunakan metode desktiptif karena 
data yang dianalisis berupa deskriptif. Deskriptif yaitu penelitian yang 
bertujuan mendeskripsikan secara sistematik, faktual dan akurat mengenai 
fakta- fakta, situasi-situasi atau kejadian-kejadian, suatu gejala, peristiwa 
yang terjadi pada saat sekarang, dengan mengambil masalah atau pusat 
perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian 
dilakukan.
27
 Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan 
adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada 
analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum islam yang sesuai 
dan berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini. Pendekatan normatif 
                                                          
26
Natijatul Miskiyyah, “Pelaksanaan Pembiayaan Talangan Haji Pada Bank Syariah 
(Studi kasus BPRS Dana Mulia Surakarta. Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi 
Syariah. Surakarta. 2013. 
 
27
Sofyan, Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan 
Tesis, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 155-156  
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adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menentukan 
kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatif. 
2. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Data Primer  
Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara 
langsung dalam penelitian dengan turun langsung kelapangan baik 
data yang diperoleh individu atau kelompok, seperti data hasil 
wawancara. Sumber data primer meliputi dari pengelola PT.BPRS 
Dana Mulia Surakarta yaitu dengan ibu Dhani selaku supervisor, ibu 
Nanik selaku marketing serta beberapa data yang ada di PT.BPRS 
Dana Mulia Surakarta.  
b. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan 
dan dilaporkan oleh orang atau intansi diluar dari penelitian sendiri, 
walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Data 
sekunder  diperoleh dari penelitian kepustakaan (library reseach). 
Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan buku, teori- 
teori hukum, jurnal nasional, laporan keuangan yang dipublikasikan 
perusahaan maupun internet (data dalam sumber bacaan). 
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3. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian yang akan menjadi tempat penelitian penulis 
adalah di PT. BPRS Dana Mulia Surakarta yang beralamatkan Jl. KH. 
Agus Salim No. 10 Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota 
Surakarta. Sedangkan untuk waktu penelitian akan dilakukan terhitung 
delapan bulan mulai bulan Februari s.d Oktober 2019.  
4. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan  
beberapa metode, yaitu: 
a. Wawancara (Interview)  
Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang 
akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang 
sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan 
dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung 
antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau 
beberapa orang yang diwawancarai.
28
 Penelitian ini menggunakan 
jenis wawancara terstruktur yaitu dalam pengumpulan data, 
pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa 
pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah 
disiapkan. Dalam melakukan wawancara, selain pengumpul data harus 
membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, juga dapat 
                                                          
28
 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuatitatif, (Depok: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 151  
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membawa alat penunjang lainnya seperti tape recorder, gambar, 
brosur dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan 
wawancara menjadi lancar. Pada praktiknya penulis menyiapkan 
pedoman wawancara untuk diajukan secara langsung kepada pihak-
pihak yang dianggap berkompeten seperti Direktur, staff yang 
menangani langsung kegiatan operasional lembaga perbankan tersebut 
serta oranga yang menjadi nasabah di PT.BPRS Dana Mulia 
Surakarta.  
b. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah  suatu teknik dasar yang dengan 
menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen 
tertulis dan gambar. Yang ada melalui sumber-sumber yang berkaitan 
dengan kajian yang dibahas yaitu brosur dan data di PT. BPRS Dana 
Mulia Surakarta.  
5. Teknik Analisis Data 
Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 
tersedia dari berbagai sumber, setelah itu dibaca, dipelajari dan ditelaah 
dengan analisis induktif. Induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari 
fakta khusus kemudian ditarik suatu generalisasi yang sifatnya umum. 
Yaitu diambil dari fakta yang ada kemudian setelah itu diuraikan 
berdasarkan teori-teori akad yang sudah ada sebagai acuan untuk 
20 
 
 
 
menganalisis. Dalam menganalisis peneliti menggunakan fatwa DSN-
MUI.  
H. Sistematika Penelitian 
Agar mudah dipahami, penelitian ini dibagi dalam bab yang masing- 
masing bab berisi persoalan-persoalan tertentu yang tetap terkait antara bab 
satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut: 
BAB I  Pendahuluan 
 Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
kerangka teori, tinjauan pustaka (penelitian relevan), metode 
penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Isi dari bab 
pendahuluan ini merupakan pengembangan yang dikemukakan 
dalam proposal dalam skripsi. 
BAB II Landasan Teori 
Dalam bab ini penulis menguraikan tentang teori umum yang 
relevan dengan permasalahan penelitian. Teori-teori itu berfungsi 
untuk menganalisis data. Di mana kerangka teori berisi Tabungan 
iB Haji, nisbah bagi hasil, mud{a>rabah dan Fatwa DSN- MUI No. 
02/DSN- MUI/IV/2000 tentang Tabungan. 
BAB III Deskripsi Data Penelitian 
Pada bab ini berisi gambaran umum yang menjelaskan kondisi 
lokasi penelitian, diantaranya menguraikan data-data tentang 
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penerapan nisbah bagi hasil Produk tabungan ib haji yang di 
terapkan di PT.BPRS Dana Mulia Surakarta yang meliputi tentang 
sejarah, motto, visi dan misi, sturuktur organisasi, profil, 
manajemen perusahaan, produk dan akad, produk tabungan ib haji, 
dan bagi hasil produk tabungan ib haji.    
BAB IV Analisis  
Bab ini penulis menguraikan analisis data dari hasil wawancara 
dan analisis dokumen dari penerapan bagi hasil produk Tabungan 
iB Haji yang ada di lapangan dengan menggunakan Fatwa DSN- 
MUI No. 02/DSN- MUI/IV/2000 tentang Tabungan. 
BAB V  Penutup 
Berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran-
saran yang berguna dan mendukung bagi peneliti serupa di masa 
yang akan datang. 
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BAB II 
KAJIAN UMUM NISBAH BAGI HASIL, FATWA DSN NO.02/IV/2000 
DAN TABUNGAN MUD}A>RABAH 
A. Tabungan Mud}a>rabah 
1. Pengertian Tabungan iB Haji 
Tabungan adalah suatu bentuk investasi dengan menyisihkan 
sebagian pendapatan untuk masa depan. Sedangkan haji adalah bentuk 
ibadah dalam rangka mengunjungi Baitullah dengan melaksanakan syarat 
dan rukun wajib haji. Maka tabungan haji adalah suatu simpanan 
perencanaan yang dilakukan perorangan yang mempunyai rencana 
menunaikan ibadah haji. Perencanaan itu dapat di lakukan dengan 
menginvestasikan uang kita secara berangsur-angsur ke lembaga keuangan  
(Bank Syariah) maupun bentuk investasi lainnya.
1
  
Tabungan haji merupakan suatu bentuk pelayanan dari perbankan 
yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam merencanakan 
tabungan untuk berangkat haji. Bank syariah sebagai lembaga keuangan 
yang berbasis syariah berupaya untuk menghimpun dana masyarakat yang 
mau berangkat haji memberikan beberapa bentuk pelayanan yang sesuai 
                                                          
1
 Aqwa Naser Daulay, “Faktor- faktor yang Berhubungan dengan Perkembangan Produk 
Tabungan Haji …, hlm. 118, 
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dengan syariah. Baik dalam segi akad maupun bentuk operasional 
lainnya.
2
 
2. Islamic Banking 
a. Pengertian Bank Islam 
Bank islam adalah institusi keuangan yang menjalankan usaha 
dengan tujuan menerapkan prinsip ekonomi dan keuangan islam pada 
era perbankan. Bank islam bisa di definisikan dengan berbagai cara. 
Definisi bank islam, yang di setujui oleh General Secretaiat of The 
Organization of the Islamic Conference (OIC), sebagai berikut: 
c. Bank islam adalah institusi keuangan yang memiliki hukum, 
aturan dan prosedur sebagai wujud dari komitmen kepada prinsip 
syariah dan melarangan menerima dan membayar bunga dalam 
proses operasi yang dijalankan.
3
 
d. Bank islam adalah “bisnis islam berarti bisnis yang memiliki 
tujuan dan operasi tidak memasukan elemen yang tidak dijinkan 
oleh agama islam …” Dari definisi di atas, ,dapat disimpulkan 
bahwa institusi keuangan islam adalah institusi yang berdasarkan 
prinsip islam. Hal ini termasuk tetapi tidak terbatas dalam 
menerapkan prinsip Islam berikut: 
6.) Menolak adanya bunga (riba). 
                                                          
2
 Ibid,  hlm. 119. 
 
3
Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking,(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 
hlm. 31  
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7.) Melarangan garar (ketidakpastian, risiko, spekulasi). 
8.) Fokus pada kegiatan-kegiatan yang halal (yang diizinkan  
oleh agama). 
9.) Secara umum mencari keadilan, dan sesuai etika dan tujuan 
keagamaan. 
10.) Pembagian keuntungan dan kerugian antara bank dan 
konsumen atau nasabah.
4
 
Bank islam tidak mengenakan bunga untuk dana yang ditawarkan 
ke konsumen tetapi memperkirakan pertambahan dana yang akan datang, 
yang merupakan hasil dari penggunaan dana tersebut. dari sisi lain, 
nasabah mendapatkan bagiannya dari keuntungan bank yang berdasarkan 
rasio yang ditetapkan sebelumnya. 
Dengan demikian secara umum pengertian bank islam (Islamic 
Bank) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip 
syariat islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut 
entitas Bank Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, yakni Bank Tanpa 
Bunga (Interest- Free Bank), Bank Tanpa Riba (Lariba Bank). dan Bank 
Islam. Sebagaimana akan dibahas kemudian, di Indonesia secara teknis 
yuridis penyebutan Bank islam mempergunakan istilah resmi “Bank 
Islam”, atau yang secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip 
Syariah Islam”. Dalam bahasan berikutnya menggunakan istilah Bank 
Islam. 
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 Ibid, hlm. 31 
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b. Prinsip Bank Islam  
Bank islam adalah berdasarkan prinsip islam dan tidak 
mengijinkan pembayaran dan penerimaan bunga tetapi pembagian 
keuntungan. Bank islam punya tujuan yang sama persis dengan bank 
konvensional kecuali bank islam dijalankan dibawah hukum islam. 
Prinsip untuk Bank Islam sebagai berikut: 
a. Melarang Bunga 
b. Pembagian yang Seimbang 
c. Uang sebagai “Modal Potensial” 
d. Melarang Garar 
e. Kontrak yang Suci 
f. Kegiatan Syariah yang disetujui 
c. Perbedaan Bank Islam dan Bank Konvensional 
Tabel 1 
Karakteristik Bank Islam Bank Konvensional 
Kerangka 
bisnis  
Fungsi dan operasi 
didasarkan pada hukum 
syariah. Bank harus yakin 
bahwa semua aktivitas 
bisnis adalah sesuai dengan 
tuntutan syariah. 
Fungsi dan operasi 
didasarkan pada 
prinsip sekuler dan 
tidak didasarkan 
pada hukum atau 
aturan suatu agama. 
Melarang Pembiayaan tidak Pembiayaan 
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bunga dalam 
pembiayaan 
berorientasi pada bunga dan 
didasarkan pada prinsip 
pembelian dan penjualan 
asset, dimana harga 
pembelian termasuk profit 
margin dan bersifat tetap 
dari semula. 
berorientasi pada 
bunga dan ada bunga 
tetap atau bergerak 
yang dikenakan pada 
orang yang 
menggunakan uang.  
Melarang 
bunga pada 
penyimpanan 
Penyimpanan tidak 
berorientasi pada bunga 
tetapi pembagian 
keuntungan atau kerugian di 
mana investor dibagi 
persentase keuntungan yang 
tetap ketika hal itu terjadi.   
Nasabah berorientasi 
pada bunga dan 
investor diyakinkan 
untyuk menentukan 
dari semula tingkat 
bunga dengan 
jaminan pembayaran 
kembali pokok 
pembayaran.  
 
3. Pengertian tabungan mud}a>rabah.. 
Tabungan muda{>rabah adalah tabungan pemilik dana yang 
penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan 
perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan mud{a>rabah 
tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba bagi bank syariah tetapi 
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diberikan bagi hasil. Variasi jenis simpanan yang berakad mud}a>rabah 
dapat dikembangkan kedalam berbagai variasi simpanan, seperti: 
Simpanan atau tabungan Idul Fitri, simpanan atau tabungan Idul Qurban, 
simpanan atau tabungan haji, simpanan atau tabungan Pendidikan, 
simpanan atau tabungan Kesehatan.
5
 
4. Landasan syariah 
Secara umum, landasan dasar mud}a>rabah lebih mencerminkan 
anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan 
hadits berikut ini: 
a. QS. Al- Jumu‟ ah: 10 
                         
                
 
Artinya :”Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu 
di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-
banyak supaya kamu beruntung.”6 
 
b. QS. Al- Baqarah: 198 
                  
 
Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil 
perniagaan) dari Tuhanmu …” 7 
                                                          
5
 Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah, 
(Yogyakarta: UII Pres, 2004), hlm 6-7. 
 
6
Departemen Agama RI, Al- Qur‟an dan Tafsirnya…hlm.134- 135 
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c. Hadits 
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin 
Abdul Muthalib, jika memberikan dana ke mitra usahanya secara 
mud}a>rabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi 
lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika 
menyalahkan peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung 
jawab atas dana tersebut. disampaikanlah syarat-syarat tersebut 
kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya (HR 
Imam Baihaqi).
8
 
 َؿَاق َؿَاق ِوِْيَبا ْنَع ٍبْيَحُص ِنْب ِحِلاَص ْنَع َدُكاَد ِنْب ِنَْحَّْرلا ُدْبَع ْنَع
 ْمَّلَسَك ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا ُؿْوُسَر- َلاَث ُث  ُعْيَػبْلا ُةَك َرَػبْلا َّنِهْيِف ِإ َل  ٍلَجَأ
 ِْلل ِيرِاَّشل ِاب ِّرُػبْلا ُطَلاْخِإَك ُةَضَراَقُمْلا َك ِتْيَػب  
)بيهص نع وج ام نبا هاكر(ِعْيِبِْلَللا 
 
Dari Shalih bin Shuhaib R.A bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga 
hal yang didalamnya terdapat keberkata: jual beli secara tangguh, 
muqaradh (mud}a>rabah), dan mencampur gandum dengan tepung 
untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual .” (HR Ibnu Majah dari 
Shuhaib no. 2280, kitab at-Tijarah).
9
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29 
 
 
 
5. Rukun dan syarat mud}a>rabah 
Terdapat perbedaan pandangan antara ulama Hanafiyah dengan 
jumhur ulama dalam menetapkan rukun akad mud}a>rabah. Ulama 
Hanafiyah, menyatakan bahwa yang menjadi rukun dalam akad 
mud}a>rabah hanyalah ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) 
dan qabul (ungkapan menerima modal dan persetujuan pengelola modal 
dari pedagang). Jika pemilik modal dan pengelola modal telah 
melafazhkan ijab qabul, maka akad itu telah memenuhi rukunnya dan sah. 
Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa rukun mud}a>rabah terdiri 
dari orang yang berakad, modal, keuntungan, dan kerja. Ulama Hanfiyah 
memasukan rukun selain ijab dan qabul sebagai syarat akad mud}a>rabah.10 
Adapun syarat-syarat mud}a>rabah sesuai dengan rukun yang 
dikemukakan jumhur ulama di atas adalah: 
(1.) Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang 
yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, 
karena pada satu sisi, posisi orang yang akan mengelola modal adalah 
wakil dari pemilik modal. Itu sebabnya, syarat-syarat seorang wakil 
juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad mud}a>rabah.11 
(2.) Yang terkait dengan modal, disyaratkan: 
a. Berbentuk uang 
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 Masjupri, Buku Daras Fiqh Muamalah, (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm. 192 
 
11
 Ibid, hlm. 192 
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b. Jelas jumlahnya 
c. Tunai 
d. Diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal. 
Oleh sebab itu, jika modal berbentuk barang, menurut 
ulama fiqh tidak diperbolehkan karena sulit untuk menentukan 
keuntungan. Demikian juga halnya dengan hutang, tidak boleh 
dijadikan modal mud}a>rabah. Akan tetapi jikan modal itu berupa 
wadi’ah (titipan) pemilik modal pada pedagang, boleh dijadikan 
modal mud}a>rabah. Apabila modal itu tetap dipegang sebagiannya 
oleh pemilik modal, dalam artian tidak diserahkan seluruhnya, 
menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi‟iyah, akad 
mud}a>rabah tidak sah. Akan tetapi ulama Hanabilah menyatakan 
boleh saja sebagian modal itu berada di tangan pemilik modal, 
asal tidak terganggu kelancaran usaha itu.
12
 
(3.) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian 
keuntungan harus jelas dan bagian masing masing diambilkan dari 
keuntungan dagang itu. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, 
menurut ulama Hanafiyah, akad itu fasid. Demikian juga halnya 
apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian ditanggung 
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 Ibid, hlm. 193 
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bersama, menurut ulama Hanafiyah, syarat seperti itu batal dan 
kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal.
13
 
6. Jenis-jenis Mud}a>rabah 
Secara umum, mud}a>rabah dibagi menjadi dua jenis yaitu 
mud{ar>abah mut}laqah dan mud}a>rabah muqayyadah: 
a. Mud{a>rabah Mut}laqah 
Yang dimaksud dengan mud}a>rabah mut}laqah adalah bentuk 
kerja sama antara s}a>h}ibul ma>l dan mud}a>rib yang cakupannya sangat 
luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah 
bisnis. 
b. Mud}a>rabah Muqayyadah 
Yang dimaksud dengan Mud}a>rabah muqayyadah adalah 
kebalikan dari mud}a>rabah mut}laqah, si mud}a>rib dibatasi dengan 
batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini 
seringkali mencerminkan kecenderungan umum si s}a>h}ibul ma>l dalam 
memasuki jenis dunia usaha.
14
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14Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema 
Insani Press, cet. 1, 2001 ), hlm. 97  
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7. Aplikasi dalam perbankan 
Mud}a>rabah dalam perbankan di aplikasikan dalam bentuk: 
a. Tabungan berjangka, yakni tabungan yang dimaksud untuk tujuan 
khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban dll. 
b. Deposito biasa 
c. Deposito spesial, di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk 
bisnis tertentu misalnya mud}a>rabah saja. 
d. Pembiayaan modal kerja perdagangan dan jasa. 
e. Investasi khusus disebut juga mud}a>rabah muqayyadah di mana 
sumber dan khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-
syarat yang telah ditetapkan oleh s}a>h}ibul ma>l. 15 
8. Berakhirnya akad mud}a>rabah  
Para ulama fiqh menyatakan bahwa mud}a>rabah dinyatakan batal 
dalam hal- hal sebagai berikut: 
a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau pekerja dilarang 
melakukan tindakan hukum terhadap modal yang diberikan, atau 
pemilik modal menarik kembali modalnya. 
b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal 
yang wafat, menurut jumhur, akad itu batal karena akad mud}a>rabah 
sama dengan akad wakalah yang gugur akibat wafatnya orang yang 
mewakilkan. Disamping itu jumhur ulama berpendapat bahwa akad 
                                                          
15
Masjupri, Buku Daras Fiqh Muamalah, …hlm.201  
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mud}a>rabah tidak bisa diwariskan, jika modal itu menguntungkan, 
maka keuntungan dibagi. Akan tetapi ulama Malikiyah berpendapat 
bahwa jika salah seorang yang berakad meninggal dunia akadnya 
tidak batal, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya, karena menurut 
mereka akad mud}a>rabah boleh diwariskan. 
c. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan untuk bertindak 
hukum, seperti gila. 
d. Jika pemilik modal murtad, menurut Imam Abu Hanifah, akad 
mud}a>rabah batal. 
e. Modal habis di tangan pemilik modal sebelum dikelola oleh 
pengelola. Demikian juga halnya, mud}a>rabah batal apabila modal itu 
dibelanjakan oleh pemilik modal sehinga tidak ada lagi yang dikelola 
oleh pengelola.
16
 
9. Fasakhnya akad mud}a>rabah 
a. Tidak dipenuhi syarat. 
b. Bahwa si pengelola sengaja atau melakukan tugas sebagaimana 
mestinya. 
c. Bahwa si pengelola meninggal dunia atau si pemilik modal yang 
meninggal dunia. 
d. Pelanggaran terhadap presentase pembagian keuntungan oleh salah 
satu pihak yang membuat ikatan mud}a>rabah. 17 
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10. Skema tabungan Mud}a>rabah: 
Gambar 1 
 
         
 
 
 
15%                                                                         85% 
 
a. Nasabah mengajukan negosiasi suatu pelayanan tentang tujuan 
beribadah dengan media menabung di bank. Dalam negosiasi akan di 
cari jenis tabungan untuk tujuan apa, dan target waktu yang 
disesuaikan dengan kemampuan nasabah. 
b. Nasabah menyetorkan dana tabungan dengan akad mud}a>rabah. 
Nasabah sebagai s}a>h}ibul ma>l, dan bank sebagai mud{a>rib. 
c. Karena akad mud}a>rabah, maka bank boleh memperdayakan dana 
nasabah. Garis pembiayaan pada mud}a>rabah tidak terputus, 
menandakan praktik ini dana tabungan wajib diniagakan oleh mud}a>rib 
(bank) untuk mendapatkan keuntungan.  
d. Bank akan memberikan bagi hasil kepada nasabah sesuai kesepakatan. 
Nasabah 
S}a>h}ibul ma>l 
 
2. uang Bank 
Mud}a>rib 
pembiayaan 
1. Negoisasi 
4. bagi hasil 
5. off- call 
6. akhir akad atas 
Dasar target/ tujuan 
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e. Nasabah tidak dapat mengambil dananya sesuai permintaan (off call). 
Nasabah hanya dapat mengambil dananya pada saat tujuan atau target 
tabungan terselesaikan, kecuali ada hal lain yang secara hukum dapat 
diambil. 
f. Akad akan berakhir sesuai dengan waktu tujuan tabungan terpenuhi 
sebagaimana negosiasi.
18
 
11. Fitur dan mekanisme tabungan atas dasar akad Mud}a>rabah: 
a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (mud}a>rib) dan nasabah 
bertindak sebagai pemilik dana (s}a>h}ibul ma>l). 
b. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang 
disepakati. 
c. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu 
yang disepakati. 
d. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa 
biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening 
antara lain biaya materi, cetak laporan transaksi dan saldo rekaning, 
pembukaan, dan penutupan rekaning. 
e. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah 
tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.
19
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12. Manfaat Mud}a>rabah 
Mud{a>rabah memiliki manfaat dalam penerapan yang  dilakukan 
oleh bank syariah. Adapun manfaat tersebut antara lain: 
a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan 
pengusaha meningkat. 
b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah 
pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan penerapan atau 
hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami 
negative spread.  
c. Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha 
nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. 
d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar 
halal, aman, dan menguntungkan.
20
 
B. Nisbah Bagi Hasil 
1. Pengertian Nisbah Bagi hasil 
Nisbah adalah pertama, rasio atau perbandingan: Rasio 
perbandingan keuntungan (bagi hasil) antara s}a>h}ibul ma>l dan mud}a>rib. 
Kedua, angka yang menunjukkan perbandingan antara satu nilai dan nilai 
lainnya secara nisbi, yang bukan perbandingan antara dua pos dalam 
                                                          
20
Nur Hisamuddin, “ Analisis Faktor- Faktor  Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan 
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Syariah Asri Madani Nusantara,” jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, (Jember) Vol. 3, No. 1, 
Tahun 2015, hlm. 152.  
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laporan keuangan dan dapat digunakan untuk menilai kondisi 
perusahaan.
21
  
Nisbah bagi hasil merupakan persentase tertentu yang disebutkan 
dalam akad kerja sama usaha yang telah disepakati antara bank dan 
nasabah investor. Angka dalam nisbah bagi hasil merupakan angka hasil 
negosiasi antara s}a>h}ibul ma>l dan mud}a>rib dengan mempertimbangkan 
potensi dari proyek yang dibiayai, sekaligus dilandasi oleh kata sepakat 
dari keduanya. Persentase nisbah bisa kemungkinan berbeda antara satu 
pihak bank syariah dengan bank syariah yang lain.
22
 
2. Karakteristik bagi hasil 
Berikut karakteristik nisbah bagi hasil yang terdiri dari
23
: 
a. Persentase 
Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk 
persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai 
nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 
50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan 
ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi 
setoran modal. 
                                                          
21Nur‟ Aini Ulfa, “ Pengaruh Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan, Nisbah bagi Hasil 
Deposito dan Frekuensi Pencairan Pembiayaan Murabahah Terhadap Jumlah Nasabah Baru pada 
BMT As- Salam Kras Kediri,” An- Nisbah, (Tulungangung), Vol. 03, No. 01, Tahun 2016, hlm. 
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b. Bagi untung bagi rugi 
Dalam kontrak ini, return dan tining cash flow kita 
tergantung kepada kinerja riilnya. Bila laba bisnisnya kecil, mereka 
mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan 
jika nasabah laba ditentukan dalam bentuk persentase, bukan salam 
nominal rupiah tertentu. 
c. Cara menyelesaikan kerugian  
Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah: 
(1.) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan 
merupakan pelindung modal. 
(2.) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok 
modal.  
d. Menentukan besarnya nisbah 
Besarnya nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan 
kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka 
besaran nisbah ini muncul sebagai tawar-menawar antara s}a>h}ibul 
ma>l dengan mud}a>rib. 
Dalam prakteknya di perbankan modern, tawar-menawar 
nisbah antara pemilik modal (investor atau deposan) dengan bank 
syariah hanya terjadi bagi deposan atau investor dengan jumlah 
besar, karena mereka ini memiliki data tawar yang relatif tinggi 
39 
 
 
 
(special nisbah). Sedangkan untuk nasabah deposan kecil tawar-
menawar tidak terjadi. Bank syariah hanya mencantumkan nisbah 
yang ditawarkan, setelah itu deposan boleh setuju boleh tidak. Bila 
setuju maka ia akan melanjutkan menabung. Bila tidak setuju, 
nasabah dipersilahkan mencari bank syariah lain yang menawarkan 
nisbah yang lebih menarik.
24
  
Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan 
profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian 
laba. Secara definitif profit sharing diartikan distribusi beberapa bagian 
dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut 
dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan 
yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun- tahun sebelumnya, 
atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.
25
  
Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan aktivitas usaha) dari 
kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada 
bank islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil 
usaha yang benar-benar diperoleh bank. Dalam sistem perbankan islam 
bagi hasil merupakan suatu mekanisme dilakukan oleh bank islam 
(mud}a>rib) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali 
kepada para pemilik dana (s{a>h}ibul ma>l) sesuai kontrak disepakati 
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Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah, 
(Yogyakarta: UII Pres, 2004), hlm 18. 
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bersama pada awal kontrak  (akad) antara nasabah dengan bank islam. Di 
mana besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak 
ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya 
kerelaan (At-Tara>d}in) oleh masing-masing pihak tanpa adanya unsur 
paksaan.
26
 
Sistem bagi hasil terdapat prinsip-prinsip untuk menjalankan 
aktivitasnya, yaitu sebagai berikut: 
1.) Prinsip keadilan  
a. Adanya keseimbangan dan kesetaraan antara pemilik modal di 
satu pihak dengan ukuran sejumlah dana dan pengelola dana di 
pihak lain dengan ukuran kemampuan mengelola yang 
ditunjukan dengan kelayakan usaha, prospek usaha atau 
proposal. 
b. Adanya kesetaraan dimaksud adalah adanya sikap masing- 
masing pihak dalam menghadapi usaha yang menjadi tujuan 
kerjasama dalam arti tidak ada yang merasa lebih berkuasa atau 
lebih berhak. 
c. Adanya keseimbangan dalam pembagian hasil dalam pengertian 
bahwa nisbah bagi hasil yang disepakati seimbangan dengan 
kontribusi modal dan manajemen yang digunakan.
27
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2.) Prinsip peningkatan prestasi 
a. Adanya masing-masing pihak senantiasa mengutamakan 
perhatiannya dalam rangka peningkatan kinerja usaha. 
Maksudnya adalah bahwa masing-masing mendapatkan 
keuntungan (bagi hasil) yang layak sehingga ada peningkatan 
kinerja usaha sebagai proses awal. 
b. Memperhatikan peningkatan kualitas sumberdaya. 
c. Mengutamakan keuntungan melalui sebuah proses yang rasional 
dan adil.
28
 
3.) Prinsip kebersamaan dan tolong-menolong 
a. Menumbuhkan rasa saling memiliki, sebagai wujud adanya 
tolong-menolong. 
b. Saling memperhatikan kelebihan dan kekuangan masing- masing. 
Saling memberikan kontribusi sesuai dengan kelebihannya 
masing-masing dan menyadari kelemahan dan kekurangannya.
29
 
4.) Prinsip keterbukaan 
a. Adanya kejujuran  dalam kondisi perkembangan usaha.  
b. Adanya penerapan manajemen terbuka sehingga pihak pemilik 
dana dapat melakukan koreksi seperlunya. 
c. Adanya perencanaan yang diketahui kedua belah pihak dengan 
tujuan agar dapat diketahui adanya kesinambungan antara rencana 
dan realisasi.
30
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5.) Prinsip tanggung jawab  
a. Adanya kemauan masing-masing pihak menanggung resiko yang 
terjadi. 
b. Adanya pihak yang berusaha sekuat tenaga untuk memperkecil 
resiko. 
c. Tanggung jawab tersebut harus diikuti dengan pembina dan 
bimbingan oleh pihak lainnya.
31
 
3. Konsep Bagi Hasil 
Dalam bank syariah, konsep bagi hasil sebagai berikut: 
a. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan 
bank yang bertindak sebagai pengelola dana. 
b. Pengelola atau bank syariah mengelola dana tersebut dalam sistem 
pool of fund, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut 
ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta 
memenuhi aspek syariah. 
c. Kedua belah pihak menandatangi akad yang berisi ruang lingkup kerja 
sama, nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan 
tersebut.
32
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4. Mekanisme perhitungan bagi hasil  
Mekanisme perhitungan bagi hasil didasarkan pada dua cara yaitu: 
a. Profit sharing (bagi laba) 
Perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba, yaitu 
pendapatan usaha dikurangi beban usaha. Misal, pendapatan usaha 
Rp.1000 dan beban usaha Rp.700 maka laba yang akan dibagi adalah 
Rp. 300 ( Rp. 1000-Rp.700) dalam hal ini semua pihak yang terlibat 
dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang 
diperoleh bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola laba 
mengalami kerugian, di sini unsur keadilan dalam usaha betul-betul 
diterapkan, bila laba besar maka pemilik juga mendapatkan bagian 
besar dan sebaliknya.
33
  
b. Revenue sharing (bagi pendapatan) 
Perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada pendapatan 
usaha tanpa dikurangi beban usaha. Misal, pendapatan usaha Rp.1000 
dan beban usaha Rp.700 maka dasar untuk menentukan bagi hasil 
adalah pendapatan yang Rp.1000 tanpa harus dikurangi beban. 
Sepanjang pengelola memperoleh revenue maka pemilik dana 
mendapat bagi hasilnya (tanpa memperhatikan beban usaha), 
pengelola dana harus menjalankan usaha dengan prinsip prudent atau 
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usaha penuh kehati-hatian sehingga resiko kerugian dapat ditekan 
sekecil mungkin.
34
 
5. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil  
Kontrak mud}a>rabah adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh 
minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil 
investasi. Besar kecilnya investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. 
Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil: 
a. Faktor langsung 
Di antara faktor-faktor langsung (direct factors) yang 
mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah: 
1.) Invesment rate merupakan persentase aktual dana yang 
diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan Invesment 
rate sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan 
untuk memenuhi likuiditas. 
2.) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan 
jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk 
diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan 
menggunakan salah satu metode: 
(a.) Rata-rata saldo minimun bulanan. 
(b.) Rata-rata total saldo harian. 
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Invesment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia 
untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana aktual 
yang digunakan. 
3.) Nisbah (profit sharing ratio) 
(a.) Salah satu ciri al-mud{a>rabah adalah nisbah yang harus 
ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. 
(b.) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda. 
(c.) Nisbah juga dapat bebeda dari waktu ke waktu satu bank. 
Misal, deposito 1 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. 
(d.) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dengan 
account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh 
temponya.
35
 
b. Faktor tidak langsung 
Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah: 
1.) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mud}a>rabah. 
(a.) Bank dan nasabah melakukan share  dalam pendapatan dan 
biaya. Pendapatan yang “dibagi hasilkan” merupakan 
pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. 
(b.) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini tersebut 
revenue sharing.  
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2.) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi) 
Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh 
berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan 
dengan pengakuan pendapatan dan biaya. 
36
 
6. Perbedaan sistem bunga dengan sistem bagi hasil37 
Tabel 1 
Bunga Bagi hasil 
a.) Penentuan bunga dibuat pada 
waktu akad dengan asumsi 
harus selalu untung 
a. Penentuan besar rasio/nisbah 
bagi hasil ditetapkan pada 
waktu akad dengan 
berpedoman ada 
kemungkinan untung rugi. 
b.) Besar presentasi berdasarkan 
pada jumlah uang (modal) yang 
diinginkan 
b. Besarnya rasio bagi hasil 
berdasarkan pada jumlah 
keuntungan yang diperoleh 
c.) Pembayaran bunga tetap 
seperti yang dijanjikan tanpa 
pertimbangan apakah proyek 
yang dijalankan oleh pihak 
nasabah untung atau rugi 
c. Bagi hasil bergantung pada 
keuntungan proyek yang 
dijalankan. Bila usaha 
merugi, kerugian akan 
ditanggung bersama oleh 
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Ibid, hlm.113  
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Muhammad, Sistem Bagi Hasil dan Princing Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Pres 
Yogyakarta, 2017), hlm. 98   
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kedua belah pihak.  
d.) Jumlah pembayaran bunga 
tidak meningkat, sekalipun 
jumlah keuntungan berlipat 
atau keadaan ekonomi sedang 
booming 
d. Jumlah pembagian laba 
meningkat sesuai dengan 
peningkatan jumlah 
pendapatan 
e.) Eksistensi bunga diragukan 
oleh semua agama, termasuk 
islam 
e. Tidak ada yang meragukan 
keabsahan sistem bagi hasil. 
 
C. Fatwa DSN- MUI NOMOR 02/DSN- MUI/IV/2000 tentang Tabungan. 
Peraturan yang berkaitan dengan tabungan telah diatur dalam fatwa 
DSN NOMOR 02/DSN- MUI/IV/2000 yang berisi mengenai tabungan, yang 
berisi sebagai berikut:  
Pertama : Tabungan ada dua jenis
38
: 
c.) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan 
yang berdasarkan perhitungan bunga. 
d.) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan 
prinsip Mud}a>rabah dan Wadi’ah 
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Kedua   : Ketentuan umum tabungan berdasarkan Mud}a>rabah39: 
f.) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai s}a>h}ibul ma>l atau 
pemilik dana dan bertindak sebagai mud}a>rib atau pengelola 
dana. 
g.) Dalam kapasitasnya sebagai mud}a>rib, bank dapat melakukan 
berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip 
syariah dan mengembangkannya. Termasuk di dalamnya 
mud}a>rabah dengan pihak lain. 
h.) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai 
dan bukan piutang. 
i.) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah 
dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 
j.) Bank sebagai mud}a>rib menutup biaya operasional tabungan 
dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 
k.) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan 
nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. 
 Ketiga   : Ketentuan umum tabungan berdasarkan wadi’ah40: 
d.) Bersifat simpanan. 
e.) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan 
kesepakatan. 
                                                          
39
 Ibid. 
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f.) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk 
pemberian (‘at}a>ya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. 
Landasan hukum: 
a.) Q.S An- Nisa‟ : 29 
                     
                 
 
“wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara 
kamu…”41 
b.) Q.S Al- Baqarah: 283 
 ..                        
 ..  
 
“…Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…”42 
 
c.) Q.S Al- Maidah: 1 
              .. 
 
“ Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji…”43 
                                                          
41
Departemen Agama RI, Al- Qur‟an dan Tafsirnya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 
153.  
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Ibid, hlm.431- 432 
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Ibid, hlm.349. 
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Bahwa ada Fatwa yang menjelaskan tentang pengurusan haji yaitu 
Fatwa DSN- MUI NO: 29/DSN- MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan 
Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah menimbang bahwa:  
1.) Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi 
kebutuhan masyarakat adalah pengurusan haji dan talangan pelunasan 
Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). 
2.) Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan 
masyarakat tersebut dalam berbagai produknya. 
3.) Bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syari‟ah. 
Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang 
pengurusan dan pembiayaan haji oleh LKS untuk dijadikan pedoman.
44
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
44
 Fatwa DSN- MUI No. 29/DSN- MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji  
Lembaga Keuangan Syariah.  
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BAB III 
PRODUK TABUNGAN iB HAJI DI PT. BPRS DANA MULIA 
SURAKARTA 
 
A. GAMBARAN UMUM PT. BPRS DANA MULIA SURAKARTA 
1. Sejarah Berdiri PT.BPRS Dana Mulia Surakarta 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Mulia Surakarta 
diresmikan pada tanggal 26 Maret 2008 oleh pimpinan kantor Bank Indonesia 
Surakarta dan mulai beroprasi tanggal 1 April 2008. Sebagai BPRS yang pertam 
a di Eks Karisidenan Surakarta bank yang mendapat persetujuan ijin prinsip 
dengan surat dari Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Nomor 
9/826/BPRS tertanggal 31 Mei 2007. Selanjutnya bank beroprasi berdasarkan 
keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/12/KEP.GBI/2008 tentang 
pemberian ijin usaha PT. BPRS Dana Mulia yang berkedudukan di JL. KH. 
Agus Salim N0. 10 Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.
1
 
2. Motto, Visi, dan Misi PT.BPRS Dana Mulia Surakarta  
a. Motto BPRS Dana Mulia Surakarta 
Motto BPRS Dana Mulia Surakarta adalah ikhlas, shdiq, 
tabligh, amanah, fathonah, tawakal ilallah dan menjadi rahmatan lil 
alamin. Pendirian PT. BPRS Dana Mulia bertujuan untuk memberikan 
layanan perbankan syariah bagi masyarakat khususnya dari golongan 
                                                          
1
 Dhani, Supervisor, wawancara pribadi, di PT.BPRS Dana Mulia, 12 Maret 2019 
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pengusaha mikro lecil dan menengah (UMKM) di eks karisidenan 
Surakarta.
2
 
b. Visi BPRS Dana Mulia Surakarta 
PT. BPRS Dana Mulia mempunyai visi untuk membangun 
perbankan yang amanah berdasarkan prinsip syariah dengan 
mengharap ridho Allah SWT.
3
 
c. Misi BPRS Dana Mulia Surakarta 
Kami akan mengemban amanah masyarakat yang menitipkan 
dana pada PT. BPRS Dana Mulia dan membantu masyarakat yang 
membutuhkan dana dengan menggunakan prinsip syariah.
4
 
3. Profil PT. BPRS Dana Mulia Surakarta 
Nama                    : PT. BPRS Dana Mulia Surakarta 
Alamat                  : Kantor Pusat di Jl. KH. Agus Salim No. 10 Sondokan 
Laweyan Surakarta Telp. (0271) 727070, Fax. 
(0271) 731147. E- mail: 
bprsdanamulia@yahoo.com. Kantor Kas di Jl. 
Teuku Umar No. 15 A Keprabon Banjarsari 
Surakarta. Telp/ Fax. (0271) 633042. E- mail: 
kantorkasdanamulia@gmail.com. 
Situs Web              : bprs-danamulia.blogspot.com 
Mulai Beroperasi  : 1 April 2008
5
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4. Manajemen Perusahaan6  
a. Pemegang Saham 
       Ir. H. Solichul Hadi Achmad Bakri, M. Erg (PSP) 
       Ari Eko Hartoyo, SE, SST, M.Ec. Dev, MA 
        Sahrial Amri, ST 
        Deny Dwi Hartomo, SE. MSc 
b. Dewan Komisaris 
      Ir. H. Solichul Hadi Achmad Bakri, M. Erg (Komisaris Utama) 
      Drs. Literzet Sobri, M.Pd (Komisaris) 
c. Dewan Pengawas Syariah 
      DR. Supawi Pawenang, SE, MM ( Ketua) 
                    Masjupri S.Ag, M.Hum (Anggota) 
d. Dewan Direksi 
        Sahrial Amri, ST ( Direktur Utama) 
        Sri Wagito, SE, MM. ( Direktur) 
5. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi PT. BPRS Dana mulia Surakarta merupakan 
struktur organisasi garis. Hal ini data dilihat adanya garis komando dari 
pimpinan kepada bawahannya. Adapun struktur organisasinya dapat 
dilihat pada gambar berikut:
7
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6
Ibid. 
   
7
Ibid   
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gambar 2 
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Tugas dan fungsi masing-masing bagian yang ada dalam perusahaan 
tersebut sebagai berikut:  
a. Rapat umum Pemegang Saham 
1. Sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang 
saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan 
dengan modal yang ditanam dalam perusahaan.  
2. Mengangkat dan memberhentikan Nasabah, Dewan Komisaris, 
dan Direksi.  
3. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi menyetujui 
perubahan Anggran Dasar. 
4. Menyetujui laporan tahunan dan menetapkan bentuk dan jumlah 
remunerasi Nasabah, Dewan Komisaris dan Direksi. 
5. Mengambil keputusan terkait tindakan koperasi atau keputusan 
strategi lainnya yang diajukan Direksi.
8
 
b. Dewan Pengawas Syariah 
1. Melakukan pengawasan atas jalannya usaha PT dan memberikan 
nasehat kepada direktur. 
2. Dalam melakukan tugas, dewan direksi berdasarkan kepada 
kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan 
PT.Kewenangan khusus Dewan Komisaris, bahwa Dewan 
Komisaris dapat diamanatkan dalam anggaran dasar untuk 
                                                          
8
 Ibid. 
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melakukan tugas- tugas tertentu Direktur, apabila direktur 
berhalangan atau dalam keadaan tertentu.
9
 
c. Direktur 
1. Mempimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan- 
kebijakan perusahaan. 
2. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan 
kepala bagian (manajer). 
3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan. 
4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja 
perusahaan.
10
 
d. Kabag Pemasaran  
1. Bertanggung jawab terhadap manajemen bagian pemasaran 
2. Bertanggung jawab terhadap peroleh hasil penjualan dan 
penggunaan dana promosi. 
3. Bertanggung jawab sebagai koordinator manajer produk dan 
manajer penjualan. 
4. Membuat laporan pemasaran kepada direksi.11 
e. Kabag Operasional 
1. Membantu pimpinan cabang dalam pelaksanaan rencana kerja 
tahunan, rencana operasional dan pelayanan nasabah. 
                                                          
9
 Ibid. 
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 Ibid. 
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2. Bertanggung jawab terhadap kagiatan operasional cabang 
meliputi fungsi-fungsi Customer Service, Administrasi, Finance, 
HRD dan GA.
12
 
f. Kepala Kantor Kas 
1. Melayani kegiatan-kegiatan transaksi keuangan tunai. 
2. Mencari target pendanaan atau funding. 
3. Memasarkan produk-produk jasa yang lain seperti kerjasama, 
Payroll (penggajian), kerjasama collective payment.
13
 
g. AO (Account Officer) 
1. Mencari nasabah kredit 
2. Mensurvey pengajuan pembiayaan atau kredit nasabah. 
3. Merawat nasabah agar tidak macet. 
4. Memantau perkembangan usaha debitur sesuai dengan jadwal. 
5. Melakukan kunjungan setempat (on the spot) untuk memantau 
jalannya usaha debitur secara periodik. 
6. Membantu memeriksa saran dan penjelasan kepada debitur 
sehubungan dengan jalannya usaha dan dalam kaitannya dengan 
aktifitas rekening pinjaman.
14
 
h. Remedial  
1. Melakukan tugas-tugas penagihan konsumen macet. 
2. Membuat daftar nasabah dan jadwal penagihan sesuai instruksi. 
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 Ibid. 
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 Ibid. 
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3. Mengirimkan surat peringatan dan melakukan eksekusi serta 
penjualan jaminan kepada nasabah sesuai kondisi masing-masing. 
4. Membuat laporan kunjungan. 
5. Melakukan tugas-tugas yang diberikan kepala bagian.15 
i. FO ( Fund Officer) 
1. Mencari nasabah yang kelebihan dana yang mau menyimpan 
dananya dibank atau non bank yang bersangkutan. 
2. Memasarkan produk bank berupa giro, deposito dan tabungan.16 
j. CS (Customer Service) dan Funding 
1. Memberikan pelayanan kepada nasabah yang berkaitan dengan 
pembukaan rekening tabungan, giro, pembukaan deposito, 
permohonan nasabah yang lainnya.  
2. Memberikan informasi sejelas mungkin mengenai berbagai 
produk dan jasa yang ingin diketahui dan diminati kepada 
nasabah atau calon nasabah. 
3. Menerima, melayani dan mengatasi masalah yang disampaikan 
oleh nasabah sehubungan dengan ketidakpuasan nasabah atas 
pelayanan yang diberikan oleh pihak nasabah. 
4. Memberikan informasi tentang saldo dan mutasi nasabah.17 
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 Ibid. 
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 Ibid. 
 
17
 Ibid. 
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k. Admin  
1. Menyusun data administrasi dan menyelenggarakan hal-hal lain 
yang berhubungan dengan administrasi. 
2. Melakukan pencatatan semua transaksi yang terjadi di perusahaan 
3. Melakukan semua penerimaan dan pengeluaran uang perusahaann 
serta melaporkan kepada pimpinan. 
4. Mengadekakan surat masuk dan keluar 
5. Mengarsipkan Surat masuk dan keluar. 
6. Membantu pengelolaan kas kecil.18 
l. Accounting dan SDI 
1. Merencanakan strategi akunting perusahaan secara tepat sesuai 
strategi bisnis perusahaan. 
2. Mengatur dan mengarahkan pencatatan neraca perusahaan sesuai 
aktivitas perusahaan dan menjaga keseimbangan neraca R/L. 
3. Mengontrol dan mengevaluasi pencatatan neraca R/L dan 
aktivitas akunting lainnya agar dapat berjalan secara tepat dan 
akurat. 
4. Mengevaluasi dan menganalisa implementasi sistem akunting 
untuk memberi masukan terhadap sistem keuangan dan strategi 
bisnis.  
5. Mengarahkan fingsi dan kinerja unit dan bagian akunting agar 
dapat berjalan optimal dan meningkatkan kinerja SDM akunting. 
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 Ibid. 
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6. Menjalankan tugas-tugas terkait lainnya dalam upaya pencapaian 
terget perusahaan.
19
 
m. Umum dan IT 
1. Menginvestarisasi kebutuhan karyawan dan atau perusahaan 
sesuai ketentuan yang berlaku. 
2. Pengawasan terhadap pengadaan investaris kantor dan penyusutan 
serta pengendalian biaya. 
3. Bertanggung jawab kepada Direksi. 
4. Membuat laporan bulanan kepada Direksi.20 
n. Teller  
1. Menerima setoran nasabah (baik tunai maupun non tunai), 
kemudian melakukan posting di sistem komputer bank. 
2. Melakukan pembayaran tunai kepada nasabah yang bertransaksi 
tunai dicounter bank, dan melakukan posting di sistem komputer 
bank. 
3. Menjadi gerbang awal pengamanan bank dalam mencegah 
peredaran uang dan warkat (cek/bilyet giro) palsu. 
4. Menjalankan fungsi tag on dalam cross seling produk- produk 
perbankan. 
5. Bertanggung jawab terhadap kesesuaian antara jumlah kas di 
sistem dengan kas di terminalnya.
21
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o. Driver  
1. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada bagian. 
2. Bertanggung jawab kepada Ketua Bagian Umum dan 
Personalia.
22
 
p. OB (Office Boy) 
1. Melaksanakan tugas- tugas yang diberikan oleh kepala bagian. 
2. Bertanggung jawab atas segala kebersihan di lingkungan bank.23 
6. Produk dan Akad di PT. BPRS Dana Mulia Surakarta 
PT. BPRS Dana Mulia Surakarta mempunyai 2 (dua) jenis produk, 
yaitu produk penghimpunan dana (funding) dan produk pembiayaan 
(financing) dengan berbagai jenis akad yang digunakan atau ditawarkan 
kepada para nasabah yang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun produk-
produk beserta akad yang digunakan oleh PT. BPRS Dana Mulia Surakarta 
tersebut, sebagai berikut: 
a. Penghimpunan Dana 
(1.) Tabungan iB Mulia merupakan tabungan yang diterbitkan untuk 
nasabah yang ingin menitipkan dananya ke PT. BPRS Dana 
Mulia Surakarta, serta uang titipan tersebut bisa diambil sewaktu-
waktu. Dalam tabungan ini terdapat hadiah yang diberikan setiap 
minggu dan bagi hasil setiap bulan. 
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(2.) Tabungan iB Mulia Qurban merupakan tabungan yang diterbitkan 
untuk para nasabah jika ingin berqurban dan hanya bisa diambil 
menjelang Idul Adha. 
(3.) Tabungan iB Mulia Berjangka merupakan tabungan yang 
diterbitkan untuk nasabah yang ingin menitipkan dananya ke PT. 
BPRS Dana Mulia Surakarta, serta uang titipan hanya dapat 
diambil pada jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam 
tabungan ini terdapat bagi hasil setiap bulan, serta terdapat hadiah 
yang diberikan sesuai nominal tabungannya setiap tahun. 
(4.) Tabungan Simpel merupakan tabungan yang diterbitkan bagi para 
siswa di kota Surakarta berdasarkan persyaratan yang telah 
ditentukan dalam rangka edukasi keuangan untuk mendorong 
budaya menabung sejak dini.  
(5.) Tabungan Lebaran merupakan tabungan yang diterbitkan untuk 
para nasabah yang ingin menabung dalam kebutuhan lebaran, 
tabungan ini hanya bisa diambil saat menjelang lebaran sesuai 
waktu yang telah ditentukan di awal akad.  
(6.) Tabungan iB Haji merupakan tabungan yang diterbitkan untuk 
para nasabah yang diperuntukan untuk merencanakan dana 
keberangkatan ibadah haji.   
(7.) Tabungan Pensiun merupakan tabungan yang diterbitkan untuk 
para nasabah yang ingin memiliki pensiunan di hari tua dan 
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tabungan tersebut hanya bisa diambil dalam jangka waktu tertentu 
biasanya di usia nasabah yang tidak lagi produktif.  
(8.) Deposito Mud}a>rabah merupakan suatu akad yang dilakukan oleh 
nasabah sebagai s}a>h}ibul ma>l dan bank sebagai mud}a>rib. Dalam 
deposito ini terdapat akad yang dilakukan dengan perjanjian 
antara kedua belah pihak untuk melakukan kegiatan usaha 
tertentu, lalu terdapat pembagian keuntungan sesuai nisbah yang 
telah disepakati sebelumnya.
24
 
b. Pembiayaan 
(1.) Pembiayaan musya>rakah merupakan suatu akad yang dilakukan 
antara bank dan mitra yang keduanya memberikan kontribusi 
dana dengan ketentuan bahwa keuntungan ditentukan berdasarkan 
kesepakatan di awal, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan pada 
porsi kontribusi dana. 
(2.) Mura>bah}ah bil Wakalah merupakan suatu akad pembiayaan di 
mana bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 
barangnya sendiri sesuai keinginan dan pihak bank hanya 
memberikan dana untuk pembelian barang yang diinginkan oleh  
nasabah.  
(3.) Ija>rah Multijasa merupakan pembiayaan yang diberikan bank 
kepada nasabah dalam bentuk haji dan umrah, biaya kesehatan, 
dan biaya pernikahan. 
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 Dhani, Supervisor, wawancara pribadi, di PT.BPRS Dana Mulia Surakarta, 25 Februari 
2019. 
64 
 
 
 
(4.) Talangan Sertifikasi bagi PNS25 
B. Praktik Nisbah Bagi Hasil produk Tabungan iB haji di PT. BPRS Dana Mulia 
Surakarta 
Produk tabungan iB haji di PT. BPRS Dana Mulia Surakarta sebagai 
salah satu bentuk tanggung jawab bank dalam melayani masyarakat muslim 
yang ingin berangkat haji. Sebagai lembaga keuangan syariah,  sebisa 
mungkin bank bisa mengakses semua kebutuhan masyarakat. Kehadiran 
produk ini juga sebagai bentuk realisasi dari misi PT. BPRS Dana Mulia 
Surakarta yaitu “mengemban amanah masyarakat yang menitipkan dana pada 
bank dan membantu masyarakat yang membutuhkan dana dengan 
menggunakan prinsip syariah”.26 
Untuk pendaftaran pengisian formulir pembukaan rekening tabungan 
ib haji diisi dengan data identitas diri secara lengkap. Adapun setoral awal 
untuk tabungan ib haji minimal Rp. 250.000, dan setiap bulannya 
mendapatkan bagi hasil sesuai pendapatan bank setiap bulan. Untuk setoran 
selanjutnya tabungan iB haji ini fleksibel terserah nasabah akan menyetorkan 
berapa uangnya ke bank. Apabila  saldo sudah memenuhi syarat minimal 
yang sesuai dengan ketentuan dari Kementrian Agama yaitu Rp.25.000.000 
akan didaftarkan ke SISKOHAT.
27
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ibid 
  
27
 Dhani, Supervisor, wawancara pribadi, di PT.BPRS Dana Mulia Surakarta, 9 Agustus 
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Berikut ini ketentuan umum mengenai tabungan ib haji di PT. BPRS 
Dana Mulia Surakarta:  
1. Prosedur pendaftaran Tabungan iB Haji 
Nasabah yang akan mendaftar produk tabungan ib haji harus 
mengikuti prosedur pendaftaran tabungan ib haji sebagai berikut: 
a. Membuka rekening tabungan ib haji 
b. Mengisi blanko pendaftaran tabungan ib haji 
c. Mengumpulkan syarat-syarat yaitu: 
1.) Fotocopy KTP, KK dan surat nikah (masing-masing 10 lembar) 
dan dengan menunjukkan aslinya. 
2.) Fotocopy akta kelahiran dan ijazah terakhir yang ada nama ayah. 
3.) Fotocopy pasport (bagi yang sudah punya) sebanyak 10 lembar 
dengan menunjukkan aslinya. 
4.) Pas photo dengan wajah 80% ukuran 3x4 sebanyak 10 lembar dan 
ukuran 4x6 sebanyak 10 lembar. 
5.) Fotocpy berkas menggunakan A4. 
6.) Pada saat mendaftar minimal 12 tahun.28 
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Berikut adalah gambaran alur pendaftaran tabungan ib haji hingga 
diberangkatkan haji
29
: 
Gambar 3 
Alur Pendaftaran Tabungan ib haji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ketentuan pendaftaran Tabungan iB Haji 
a. Porsi haji tidak dapat digantikan apabila terjadi pembatalan. 
b. Porsi haji tidak terbentuk apabila proses switching SISKOHAT 
melebihi batas waktu. 
c. Pengembalian dana pembatalan porsi haji sesuai dengan ketentuan 
Kementrian Agama RI.
30
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3. Fasilitas dan ketentuan Tabungan iB Haji 
a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mud}a>rabah mut}laqah 
b. Setoran awal minimal Rp. 250.000 
c. Mendapatkan bagi hasil 
d. Fleksibel dalam menentukan setoran selanjutnya. 
e. Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp. 
25.000.000 atau sesuai dengan ketentuan dari Kementrian Agama. 
f. Sistem terhubung online dengan SISKOHAT Kementerian Agama RI 
g. Porsi haji lebih cepat dengan switching SISKOHAT 
h. Mendapatkan suvenir keberangkatan haji 
i. Penutupan rekening hanya Rp. 10.000.31 
4. Manfaat Tabungan iB Haji 
a. Aman dan terjamin. 
b. Kemudahan perencanaan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji. 
c. Online dengan SISKOHAT Kementerian Agama untuk kemudahan 
pendaftaran haji.
32
  
5. Prosedur penutupan rekening Tabungan iB Haji 
a. Penutupan rekening tabungan ib haji dilakukan setelah nasabah selesai 
melakukan ibadah haji dan setelah melunasi biaya berangkat haji 
dimana harus menyesuaikan kurs pada saat tersebut.  
b. Bank akan melakukan penutupan rekening tabungan ib haji dengan 
sisa saldo Rp. 10.000.
33
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6. Tabungan iB haji 
Tabungan haji adalah suatu simpanan perencanaan yang dilakukan 
perorangan yang mempunyai rencana menunaikan ibadah haji. 
Perencanaan itu dapat di lakukan dengan menginvestasikan uang kita 
secara berangsur-angsur ke lembaga keuangan  (Bank Syariah) maupun 
bentuk investasi lainnya.  Praktiknya di PT.BPRS Dana Mulia Surakarta 
produk tabungan ib haji menggunakan akad mud}a>rabah mut}laqah, di 
mana mud}a>rabah mut}laqah adalah bentuk kerja sama antara s}a>h}ibul ma>l 
dan mud}a>rib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh 
spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
34
 
Adapun bagi hasil yang diberikan oleh PT.BPRS Dana Mulia 
Surakarta sebesar 95%:5%, di mana pihak bank menerima sebesar 95% 
dan nasabah menerima sebesar 5%. Pembagian hasil tersebut diberikan 
setiap bulannya dan bisa berubah-ubah sesuai keuntungan bank dalam 
mengelola dana. Tabungan ini merupakan tabungan yang memiliki 
batasan-batasan tertentu (tidak dapat ditarik sewaktu-waktu). Mengapa 
tabungan ini tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, hal ini sangat berkaitan 
dengan pembagian hasil usaha.35   
Dalam praktik nisbah bagi hasil tabungan ib haji di PT.BPRS 
Dana Mulia Surakarta sejak dikeluarkannya produk tabungan ib haji ini 
tidak ada negosiasi mengenai pembagian nisbah antara pihak bank dengan 
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Nanik,  marketing,wawancara pribadi, di PT. BPRS Dana Mulia, 09 Oktober 2019  
 
35
Ibid.   
69 
 
 
 
nasabah, adapun 85 nasabah nisbahnya sama tidak pernah berubah-rubah 
dari tahun 2012 hingga sekarang. Jadi, dari nasabah pertama hingga 
terkumpul 85 nasabah ini nisbahnya sama yaitu 95% untuk bank dan 5% 
untuk nasabah, dari nasabah pertama hingga terkumpul 85 nasabah ini 
juga tidak ada negosiasi antara nasabah dengan bank. Nisbah tersebut 
sudah ditentukan oleh pihak bank.
36
 
Usaha bank dalam mengelola dana tabungan ib haji yaitu 
PT.BPRS Dana Mulia Surakarta menerima dana tabungan ib haji dari 
nasabah, lalu bank dalam menyalurkan dana tabungan ib haji tersebut 
sebagai pembiayaan, penyaluran pembiayaan berdasarkan akad 
mura>bahah, musya>rakah, ija>rah multijasa, talangan sertifikasi bagi PNS 
dan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dari 
pembiayaan tersebut nasabah akan mendapat bagi hasil. Nasabah yang 
mengajukan pembiayaan di PT.BPRS Dana Mulia Surakarta ini 
pekerjaannya bermacam-macam antara lain swasta, wiraswasta, dan 
pegawai negeri.
37
  
Dalam praktiknya produk tabungan ib haji di PT.BPRS Dana 
Mulia Surakarta ini, nasabah yang berjumlah 85 orang sebagian ada yang 
sudah selesai dan berangkat haji. Yaitu ada 40 orang yang sudah 
berangkat haji, dari ke 40 orang ini nisbah dan bagi hasilnya sama yaitu 
95% untuk bank dan 5% untuk nasabah, sedangkan 45 orang yang belum 
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selesai dan belum berangkat haji, untuk nisbahnya tetap sama yaitu 95%  
untuk bank dan 5%  nasabah.
38
  
 Perhitungan nisbah bagi hasil tabungan ib haji dihitung  
berdasarkan saldo harian misal nasabah Bapak Ibnu Gunarto mempunyai 
saldo harian dalam satu bulan yaitu: “Pada tanggal 1 November 2018, 
saldo tabunga iB haji mud}a>rabah Bapak Ibnu Gunarto sebesar Rp. 20. 
000.000,-. Pada 28 November 2018 Bapak Ibnu Gunarto melakukan 
setoran tunai untuk tabungan iB haji Mud}a>rabah sebesar Rp. 5.000.000 ,-
Sehingga saldo tabungan bapak Ibnu Gunarto menjadi Rp.25.000.000,-. 
Berapa jumlah bagi hasil yang diterima Bapak Ibnu Gunarto pada akhir 
bulan November 2018?” 
Setoran Bapak Ibnu Gunarto setiap bulan 
Tabel 2 
Nama Nasabah Bulan Saldo 
Ibnu Gunarto Januari Rp. 2.000.000 
 Februari  Rp. 4.000.000 
 Maret Rp. 6.000.000 
 April Rp. 8.000.000 
  Mei Rp. 10.000.000 
 Juni Rp. 12.000.000 
  Juli Rp. 14.000.000 
 Agustus  Rp. 16.000.000 
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  September  Rp. 18.000.000  
 Oktober  Rp. 20.000.000 
 November  Rp. 25.000.000 
 
PENYELESAIAN : 
  Saldo   : Rp.20.000.000 
  Setoran tunai  : Rp.  5.000.000 + 
  Saldo akhir               : Rp.25. 000.000 
  Bagi hasil / bulan : 5% X Rp. 25.000.000  = Rp. 104.166 
                                                                    12 
  Saldo akhir Bapak Ibnu Gunarto pada akhir bulan November 2018 
  SALDO AKHIR  :  Rp.  25.000.000 + Rp. 104.166 = Rp. 
25.104.166,-
39
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BAB IV  
ANALISIS PENERAPAN FATWA DSN-MUI NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 
PADA NISBAH BAGI HASIL IB HAJI DI PT. BPRS DANA MULIA 
SURAKARTA 
 
A. Praktik nisbah bagi hasil Tabungan ib Haji di PT. BPRS Dana Mulia 
Surakarta 
Produk tabungan ib haji merupakan produk dana berupa tabungan haji 
yang dimiliki setiap lembaga perbankan di Indonesia, salah satunya yaitu PT. 
BPRS Dana Mulia Surakarta yang memiliki tabungan haji yang bernama 
tabungan ib haji. Setiap lembaga perbankan memberikan pelayanan yang 
berbeda-beda terhadap produk-produk yang menjadi andalan dalam 
melaksanakan tugasnya. Hal ini juga berlaku pada PT. BPRS Dana Mulia 
Surakarta yang juga memiliki karakteristik baik dalam bentuk produk mau 
pun sistem pengelolaan yang digunakan.
1
 
Tabungan haji adalah suatu simpanan perencanaan yang dilakukan 
perorangan yang mempunyai rencana menunaikan ibadah haji. Perencanaan 
itu dapat di lakukan dengan menginvestasikan uang kita secara berangsur-
angsur ke lembaga keuangan  (Bank Syariah) maupun bentuk investasi 
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Dhani, Supervisor, wawancara pribadi, di PT.BPRS Dana Mulia Surakarta, 9 Agustus 
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lainnya.
2
 Dalam produk tabungan iB haji di PT. BPRS Dana Mulia Surakarta 
menggunakan akad yaitu akad mud}a>rabah mut}laqah sebagai prinsip dalam 
melaksanakan operasionalnya. Akad mud{a>rabah mut{laqah yaitu di mana 
suatu akad kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu pihak pertama sebagai 
pemilik dana (nasabah) menyerahkan modal untuk berdagang atau dikelola 
oleh pihak kedua (pengelola dana) tanpa penentuan jenis usaha, waktu dan 
tempat usaha tersebut dan laba atau keuntungan dibagi sesuai dengan 
kesepakatan bersama.
3
 Produk tabungan iB haji di PT.BPRS Dana Mulia 
Surakarta ini digunakan bagi nasabah yang ingin melaksanakan rukun islam 
yang terakhir. Dengan adanya produk tabungan iB haji di PT.BPRS Dana 
Mulia Surakarta ini bermaksud mempermudah perencanaan pemberangkatan 
ibadah haji bagi nasabah yang hendak berangkat haji ke tanah suci Mekkah.
4
  
Nisbah adalah pertama, rasio atau perbandingan: Rasio perbandingan 
keuntungan (bagi hasil) antara s}a>h}ibul ma>l dan mud}a>rib. Kedua, angka yang 
menunjukkan perbandingan antara satu nilai dan nilai lainnya secara nisbi, 
yang bukan perbandingan antara dua pos dalam laporan keuangan dan dapat 
digunakan untuk menilai kondisi perusahaan. Nisbah bagi hasil merupakan 
persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha yang telah 
disepakati antara bank dan nasabah investor. Angka dalam nisbah bagi hasil 
                                                          
2Aqwa Naser Daulay, “Faktor- faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk 
Tabungan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia”, Jurnal Human Falah, (Sumatera Utara) Vol. 4 
No. 1, 2017, hlm. 118.  
 
3
 Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani 
Press, cet. 1, 2001 ), hlm. 97. 
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merupakan angka hasil negosiasi antara s}a>h}ibul ma>l dan mud}a>rib dengan 
mempertimbangkan potensi dari proyek yang dibiayai, sekaligus dilandasi 
oleh kata sepakat dari keduanya. Persentase nisbah bisa kemungkinan 
berbeda antara satu pihak bank syariah dengan bank syariah yang lain.
5
 
Adapun bagi hasil yang diberikan oleh PT.BPRS Dana Mulia 
Surakarta sebesar 95%:5%, di mana pihak bank menerima sebesar 95% dan 
nasabah menerima sebesar 5%. Pembagian hasil tersebut diberikan setiap 
bulannya dan bisa berubah-ubah sesuai keuntungan bank dalam mengelola 
dana. Tabungan ini merupakan tabungan yang memiliki batasan-batasan 
tertentu (tidak dapat ditarik sewaktu-waktu). Mengapa tabungan ini tidak 
dapat ditarik sewaktu-waktu, hal ini sangat berkaitan dengan pembagian hasil 
usaha. Nisbah dituangkan dalam akad perjanjian tabungan mud{a>rabah disitu 
berisi mengenai kantu contoh tanda tangan, formulir prinsip nasabah, 
permohonan pembukaan tabungan, dan yang terakhir akad tabungan 
mud{a>rabah. Adapun nisbah bagi hasil tidak ditulis secara permanen tetapi 
ditulis dengan manual. 6   
Usaha bank dalam mengelola dana tabungan ib haji yaitu PT.BPRS 
Dana Mulia Surakarta menerima dana tabungan ib haji dari nasabah, lalu 
bank dalam menyalurkan dana tabungan ib haji tersebut sebagai pembiayaan, 
                                                          
5
 Nur‟ Aini Ulfa, “ Pengaruh Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan, Nisbah bagi Hasil 
Deposito dan Frekuensi Pencairan Pembiayaan Murabahah Terhadap Jumlah Nasabah Baru pada 
BMT As- Salam Kras Kediri,” An- Nisbah, (Tulungangung), Vol. 03, No. 01, Tahun 2016, hlm. 
114. 
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penyaluran pembiayaan berdasarkan akad mura>bahah, musya>rakah, ija>rah 
multijasa, talangan sertifikasi bagi PNS dan akad lain yang tidak bertentangan 
dengan prinsip syariah. Dari pembiayaan tersebut nasabah akan mendapat 
bagi hasil. Nasabah yang mengajukan pembiayaan di PT.BPRS Dana Mulia 
Surakarta ini pekerjaannya bermacam-macam antara lain swasta, wiraswasta, 
dan pegawai negeri.
7
  
Dalam praktiknya produk  tabungan ib haji di PT.BPRS Dana Mulia 
Surakarta ini, nasabah yang hanya berjumlah 85 orang sebagian ada yang 
sudah selesai dan berangkat haji sebagian belum ada yang berangkat haji. 
Yaitu ada 40 orang yang sudah berangkat haji, dari ke 40 orang ini nisbah dan 
bagi hasilnya sama yaitu 95% untuk bank dan 5% untuk nasabah, sedangkan 
45 orang yang belum selesai dan belum berangkat haji, untuk nisbahnya tetap 
sama yaitu 95%  untuk bank dan 5%  nasabah.
8
   
B. Penerapan FATWA DSN-MUI NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 pada nisbah 
bagi hasil ib Haji di PT. BPRS Dana Mulia Surakarta. 
Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan aktivitas usaha) dari 
kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank 
islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang 
benar-benar diperoleh bank. Dalam sistem perbankan islam bagi hasil 
merupakan suatu mekanisme dilakukan oleh bank islam (mud}a>rib) dalam 
upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik 
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dana (s{a>h}ibul ma>l) sesuai kontrak disepakati bersama pada awal kontrak  
(akad) antara nasabah dengan bank islam. Di mana besarnya penentuan porsi 
bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, 
dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (At- Tara>d}in) oleh masing-masing 
pihak tanpa adanya unsur paksaan.
9
 
Prinsip bagi hasil tidak hanya keuntungan tetapi terdapat unsur 
keadilan, di mana besar benefit yang diperoleh nasabah sangat tergantung 
kepada kemampuan bank dalam mengeinvestasikan dana-dana yang 
diamanahkan kepada bank. Hal ini menunjukkan keuntungan yang diperoleh 
tidak hanya bagi nasabah juga bank sebagai pengelola. Sistem bagi hasil 
menguntungkan peminjam terutama ketika kondisi perekonomian yang sulit, 
sehingga dapat membantu memperkecil resiko. Kedua, pemodal diuntungkan 
melalui kemampuan bank untuk mengelola dana yang disimpan dan diputar 
bank kepada para pengusaha dan investor. Sehingga semua pihak dapat 
menerima manfaat dan perlakukan adil sebagaimana yang diterapkan dalam 
islam.
10
 
Nisbah keuntungan antara s}a>h}ibul ma>l dengan mud }a>rib ditentukan 
dengan presentase bukan dengan nilai nominal suatu uang. Nisbah itu 
ditentukan berdasarkan kesepakatan sebelum akad dan setelah melalui 
proses negosiasi dan tawar-menawar. Nisbah inilah yang menjadi 
                                                          
9
Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking, (Jakarta: PT.Bumi Akasa, 2010), 
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 Rohman Ambo Masse, “Konsep Mudharabah Antara kajian Fiqh dan Penerapan 
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indikator dalam penentuan pembagian keuntungan untuk masing-
masing pihak yang berkontrak. Kenyataan menunjukan bahwa proses 
tawar-menawar dan negosiasi pembagian nisbah hanya dilakukan 
terhadap deposan/investor dengan jumlah dana besar, karena mereka 
memiliki daya tawar yang relatif tinggi, sehingga dapat diberikan 
spesial nisbah. Sedangkan untuk deposan kecil, biasanya tidak ada 
tawar-menawar. Akan tetapi pihak bank sudah menentukan nisbah 
tersebut, sehingga deposan boleh setuju boleh tidak.
11
 
Dalam praktik nisbah bagi hasil tabungan ib haji di PT.BPRS Dana 
Mulia Surakarta sejak dikeluarkannya produk tabungan ib haji ini tidak ada 
negosiasi mengenai pembagian nisbah antara pihak bank dengan nasabah, 
adapun 85 nasabah nisbahnya sama tidak pernah berubah-rubah dari tahun 
2012 hingga sekarang. Jadi, dari nasabah pertama hingga terkumpul 85 
nasabah ini nisbahnya sama yaitu 95% untuk bank dan 5% untuk nasabah, 
dari nasabah pertama hingga terkumpul 85 nasabah ini juga tidak ada 
negosiasi antara nasabah dengan bank. Nisbah tersebut sudah ditentukan oleh 
pihak bank.
12  
Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa khusus terkait 
produk pendanaan yaitu Fatwa DSN-MUI NO:02/DSN- MUI/IV/2000 
tentang   tabungan. Pada poin pertama dan kedua fatwa Dewan Syariah 
Nasional tentang pendanaan disebutkan bahwa sebagai berikut: 
                                                          
11
 Ibid, hlm. 84. 
 
12
 Nanik,  marketing,wawancara pribadi, 25 September 2019. 
78 
 
 
 
Telah ditentukan bahwa tabungan ada dua jenis: 
e.) Tabungan yang tidak diben arkan secara syariah, yaitu tabungan yang 
berdasarkan perhitungan bunga. 
f.) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip 
Mud}a>rabah dan Wadi’ah. 
Ketentuan umum tabungan berdasarkan Mud}a>rabah. 
l.) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai s}a>h}ibul ma>l atau pemilik 
dana dan bertindak sebagai mud}a>rib atau pengelola dana. 
m.) Dalam kapasitasnya sebagai mud}a>rib, bank dapat melakukan berbagai 
macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan 
mengembangkannya. Termasuk di dalamnya mud}a>rabah dengan pihak 
lain. 
n.) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan 
bukan piutang. 
o.) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan 
dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 
p.) Bank sebagai mud}a>rib menutup biaya operasional tabungan dengan 
menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 
q.) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa 
persetujuan yang bersangkutan.
13
 
                                                          
13
Fatwa DSN- MUI No. 02/DSN- MUI/IV/2000 tentang Tabungan.  
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Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-
MUI/IV/2000 tentang tabungan, telah ditentukan tabungan ada dua jenis yaitu 
mud}a>rabah dan wadiah. Produk yang digunakan di PT.BPRS Dana Mulia 
Surakarta yaitu mud}a>rabah. Pendanaan yang ditujukan untuk keperluan 
investasi adalah menggunakan akad mud}a>rabah mut}laqah, bentuk kerjasama 
antara s}a>h}ibul ma>l dan mud}a>rib yang cakupannya sangat luas dan tidak 
dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dan dalam imbalan 
kepada nasabah pada produk ini tidak menggunakan sistem bunga yang 
diharamkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional melainkan dengan bagi 
hasil.
14
  
Pada poin satu ketentuan umum tabungan berdasarkan mud}a>rabah 
yaitu dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai s}a>h}ibul ma>l atau pemilik 
dana dan bank bertindak sebagai mud}a>rib atau pengelola dana. Dari 
wawancara dengan pihak marketing PT.BPRS Dana Mulia Surakarta, telah 
memberikan penjelasan bahwa nasabah tabungan ib haji berperan sebagai 
pemilik dana (mud}a>rib). Nasabah sebagai pemilik dana tidak mempunyai hak 
apapun dalam hal pengelolaan dana, termasuk hak akan usaha yang akan 
dijalankan oleh bank dalam pengelolaan dana tabungan ib haji. Ini karena 
akad yang digunakan adalah mud}a>rabah mut}laqah.15 
Pada poin ke dua ketentuan umum tabungan berdasarkan mud}a>rabah 
yaitu dalam kapasitasnya sebagai mud}a>rib, bank dapat melakukan berbagai 
                                                          
14
Dhani, Supervisor, wawancara pribadi,  9 Agustus 2019.  
 
15
 Ibid. 
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macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Karena akad 
yang digunakan adalah mud}a>rabah mut}laqah, maka pihak bank mempunyai 
keleluasan dalam mengelola dan mengembankan dana tersebut. Sehingga 
segala usaha dapat dilakukan selama usaha tersebut tidak bertentangan 
dengan hukum yang berlaku, baik Hukum Islam maupun Hukum Nasional. 
Dalam pengelolaam dana nasabah produk tabungan ib haji pada PT.BPRS 
Dana Mulia Surakarta selalu menggunakannya untuk membiayai usaha-usaha 
yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum, baik Hukum Islam maupun 
Hukum Nasional.
16
 
Pada poin ke tiga mengenai ketentuan umum tabungan berdasarkan 
mud}a>rabah pada Fatwa Dewan Syariah Nasional disebutkan bahwa, Modal 
harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. 
Dalam praktiknya di PT.BPRS Dana Mulia Surakarta nasabah bisa langsung 
datang ke kantor dengan membawa uang tunai untuk menabung. Setoran awal 
minimal Rp.250.000, untuk setoran selanjutnya fleksibel.
17
   
Pada poin ke empat mengenai ketentuan umum tabungan berdasarkan 
mud}a>rabah pada Fatwa Dewan Syariah Nasional disebutkan bahwa, 
Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan 
dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam fatwa tentang tabungan 
memang tidak disebutkan berapa besar presentase nisbah bagi hasil antara 
bank dengan nasabah, akan tetapi tidak disebutkannya besaran nisbah bagi 
                                                          
16
 Ibid.  
 
17
 Ibid.  
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hasil tersebut karena untuk memberikan keleluasaan bagian kedua belah 
pihak yang bekerjasama agar membuat kesepakatan sendiri. Pada  praktinya 
di PT.BPRS Dana Mulia Surakarta nisbah sudah dituangkan dalam akad 
pembukaan rekening tetapi tidak ditulis secara pemanen yaitu dengan manual. 
Dan terdapat pembatasan hak nasabah dalam hal besaran nisbah bagi hasil, 
untuk nisbah bagi hasilnya yaitu 95% untuk pihak bank sedangkan 5% untuk 
pihak nasabah. Dari hasil wawancara sudah dijelaskan bahwa tidak ada 
toleransi untuk dana yang berjumlah kecil mengenai nisbah. Namun dana 
yang besar ada negosiasi antara nasabah dengan pihak bank. kesepakatan 
antara kedua belah pihak tersebut dianggap tercapai ditandai dengan tanda 
tangan dari nasabah diatas formulir pembukan rekening tabunga ib haji.
18
 
Pada poin ke lima mengenai ketentuan umum tabungan berdasarkan 
mud}a>rabah pada Fatwa Dewan Syariah Nasional disebutkan bahwa, Bank 
sebagai mud}a>rib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan 
nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Pada praktiknya produk tabungan 
ib haji tidak ada biaya operasional, melainkan menggunakana nisbah 
keuntungan yang menjadi hak nasabah.
19
 
Pada poin ke enam mengenai ketentuan umum tabungan berdasarkan 
mud}a>rabah pada Fatwa Dewan Syariah Nasional disebutkan bahwa, Bank 
tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa 
persetujuan yang bersangkutan. Pada praktiknya BPRS Dana Mulia Surakarta 
                                                          
18
Dhani, Supervisor, Wawancara pribadi, 12 Maret 2019  
 
19
 Ibid. 
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membagikan keuntungan atau nisbah bagi hasil sesuai dengan porsi bagi hasil 
yang sudah ditetapkan di perjanjian awal dan tidak akan berubah di satu 
pihak. Apabila terjadi perubahan bank akan memberitahu kepada nasabah.
20
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
20
 Ibid.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis mengenai 
praktik nisbah bagi hasil produk tabungan ib haji pada PT.BPRS Dana Mulia 
Surakarta, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
1. Produk tabungan ib haji di PT.BPRS Dana Mulia Surakarta berjalan 
berdasarkan akad mud{a>rabah mut{laqah, yaitu di mana mud}a>rabah 
mut}laqah adalah bentuk kerja sama antara s}a>h}ibul ma>l dan mud}a>rib yang 
cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, 
waktu dan daerah bisnis. Nasabah dalam hal ini bertindak sebagai pemilik 
dana dan pihak bank sebagai pengelola dana. Nasabah menyerahkan 
dananya ke pihak bank tanpa mensyaratkan kepada pengelola untuk 
melakukan jenis usaha tertentu. Adapun bagi hasil yang diberikan oleh 
PT.BPRS Dana Mulia Surakarta sebesar 95%:5%, di mana pihak bank 
menerima sebesar 95% dan nasabah menerima sebesar 5%. Pembagian 
hasil tersebut diberikan setiap bulannya dan bisa berubah-ubah sesuai 
keuntungan bank dalam mengelola dana. Tabungan ini merupakan 
tabungan yang memiliki batasan-batasan tertentu (tidak dapat ditarik 
sewaktu-waktu). Mengapa tabungan ini tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, 
hal ini sangat berkaitan dengan pembagian hasil usaha.  
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2. Jika merujuk pada aturan praktiknya, sesuai dengan fatwa DSN No. 
02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Maka praktik nisbah bagi hasil 
pada PT. BPRS Dana Mulia Surakarta sudah sesuai dengan dengan prinsip 
syariah. Karena menggunakan akad mud{a>rabah mut{laqah dalam 
pengelolaannya dan sudah sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Untuk  
nisbahnya juga sudah sesuai dengan prinsip syariah karena pembagian 
keuntungan sudah dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam 
akad pembukaan rekening.  
B. Saran  
1. Produk tabungan ib haji di PT.BPRS Dana Mulia Surakarta dengan 
segalah kelebihan dan kekurangannya adalah pilihan tepat untuk 
masyarakat islam yang hendak melaksanakan atau baru merencanakan 
keberangkatannya untuk melaksanakan ibadah haji. 
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang belum tau atau kurang 
memahami mengenai produk-produk Bank Syariah salah satunya 
tabungan ib haji dan pemakaian akad setiap produknya, sehingga dapat 
menarik minat masyarakat untuk menunaikan haji dan menjadi nasabah 
serta mendapat kepercayaan dari masyarakat.  
3. Peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan 
meneliti mengenai sistem pendistribusian bagi hasil pada produk 
tabungan ib haji, karena penelitian ini hanya membahas sistem bagi hasil 
akad mud}a>rabah pada produk tabungan ib haji.  
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LAMPIRAN 
 
1. Pedoman wawancara 
  Wawancara ke 1 dengan ibu Dhani (25 Februari 2019) 
1. Ada berapakah produk yang ada di BPRS Dana Mulia Surakarta? 
2. Jelaskan tentang produk Tabungan iB haji! 
3. Bagaimana sistem bagi hasil produk Tabungan ib Haji? 
4. Sejak kapan Tabungan iB haji ini menjadi salah satu produk di BPRS 
Dana Mulia? 
5. Apakah pembagian keuntungan atau nisbah di tuangkan dalam akad? 
6. Apa perbedaan Tabungan iB haji dengan Talangan haji? 
7. Berapakah jumlah nasabah sejak awal munculnya produk tabungan iB haji 
hingga sekarang? 
Wawancara ke 2 dengan ibu Dhani (12 Maret 2019) 
1. Apa saja syarat pendaftaran produk tabungan iB haji? 
2. Bagaimana prosedur pembukaan dan penutupan rekening produk tabungan 
iB haji? 
3. Berapakah nisbah bagi hasil produk tabungan iB haji? 
4. Apakah nisbah bagi hasil sudah ditentukan dari pihak bank? 
5. Bagaimana sejarah berdirinya BPRS Dana Mulia Surakarta? 
6. Apa saja visi dan misi BPRS Dana Mulia Surakarta? 
7. Bagaimana struktur organisasi yang ada di BPRS Dana Mulia Surakarta? 
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Wawancara ke 3 dengan ibu Dhani (9 Agustus 2019) 
1. Produk tabungan ib haji di PT. BPRS Dana Mulia Surakarta menggunakan 
akad apa? 
2. Apa saja ketentuan dan fasilitas tabungan ib haji di PT.BPRS Dana Mulia 
Surakarta? 
Wawancara ke 4 dengan ibu Nanik (25 September 2019) 
1. Bagaimana cara menghitung nisbah bagi hasil tabungan ib haji di PT. 
BPRS Dana Mulia Surakarta?  
Wawancara ke 5 dengan ibu Nanik (09 Oktober 2019) 
1. Berapakah yang sudah selesai dan berangkat haji,dan bagaimana bagi 
hasilnya? 
2. Berapakah yang belum selesai dan belum berangkat haji, dan bagaimana 
bagi hasilnya? 
3. Apa usaha mud}a>rib dalam mud}a>rabah tabungan ib haji? 
4. Mengapa dihitung dengan nisbah 95%:5%? 
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2. Dokumentasi  
Wawancara dengan ibu Nanik selaku marketing 
 
 
 
Wawancara dengan ibu Dhani selaku Supervisor 
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3. Fatwa DSN NO.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan 
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4. Pembagian nisbah bagi hasil 
 
5. Surat Penjanjian Bagi Hasil 
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